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RINGKASAN

Angga Amda Pratama, 2014, Kinerja Pemerintah Desa Dalam
Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi pada Desa Parijatahwetan, K ecamatan
Srono, Kabupaten Banyuwangi), Drs. Heru Ribawanto, MS, Drs. Suwondo,
MS, 126 Hal + xiv

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara segala urusan pemerintahan dan
pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada. Dalam proses
penyelenggaraan pemerintah desa dibutuhkan kinerja yang balk dari aparat
pemerintah desa dalam mengakomodir segala kebutuhan masyarakat yang
merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat desa. Salah satu bentuk
pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat yaitu membangun infrastruktur
fislk. Pembangunan infrastrukur fislk pedesaan dirasa sangat perlu karena
bertujuan untuk mempermudah segala aktifitas masyarakat desa.

Penelitian ini mengacu pada teori pembangunan dan teori kinerja organisasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian yang terbagi menjadi empat yaitu
kinerja aparat desa, proses pelaksanaan program, wujud pembangunan fisik dan
faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan
pembangunan pedesaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan
sekunder. Sedangkan analisa data di lapangan digunakan analisa interaktif dengan
tahapan pengumpulan data, reduksi data, penygian data, dan penarikan
kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah
desa dalam pembangunan fisk pedesaan di Desa Parijatahwetan ini dikatakan
cukup baik. Kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas serta motivas yang
tinggi karena rasa tanggung jawabnya terhadap tugas yang menjadi kewajibannya
dan kedisplinan aparat dalam mengerjakan tugas pemerintahan desa secara tepat
waktu dalam penyelesaiannya serta didukung dengan partisipasi masyarakat desa
yang tinggi dalam pembangunan berdampak terhadap kelancaran dan keberhasilan
pembangunan fisik pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentan waktu
lima tahun yaitu mulai dari tahun 2009-2013 Pemerintah Desa Parijatahwetan
berhasil melaksanakan pembangunan sebanyak 37 pembangunan fisik yang
berupa jalan, jembatan, plengsengan jalan, drainase serta infrastruktur lain yang
berguna bagi masyarakat desa.

Saran yang direkomendasikan adalah pemerintah desa hendaknya bekerja
lebih giat agar mampu mewujudkan pembangunan yang lebih banyak serta
memberikan dorongan lebih intensif kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta
berpartisipasi secara aktif dalam segal bentuk pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah desa.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Desa, Pembangunan Pedesaa
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SUMMARY

Angga Amda Pratama, 2014, Government's Village Performance In
The Physical of Rural Development (Study on Desa Parijatahwetan,
Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi), Drs. Heru Ribawanto, MS, Drs.
Suwondo, MS, 126 Hal + xiv

The government village is organizing the affairs of government and rural
development based on the existing authority of the village. In the process of the
village government needed a good performance of government officials in the
village to accommodate all the needs of the community which is aform of service
to rural communities. One form of village government services to the community
is building a physical infrastructure. rura of development infrastructure is
considered very necessary asit aimsto facilitate all the activities of villagers.

This study refers to the theory of development and the theory of
organizational performance. The method used in this research is descriptive
method with qualitative approach with a focus of research is divided into four,
namely the performance of village officias, the process of implementation of the
program, form of physical development and the factors supporting and inhibiting
for the implementation of the rural development process. Sources of data in this
study, namely primary and secondary data. While analysis of the data used in the
field of interactive analysis by stages of data collection, data reduction, data
display, and conclusion.

Based on the findings in the field indicate that the government's performance
in the physical development of rural villagers in the village is said to be quite
good Parijatahwetan. Good ability in performing their duties and motivation as a
sense of responsibility to his duty and task forces discipline in the village
administration tasks in a timely manner and the solution is supported by the high
participation of rural communities in the development of the smooth and
successful impact on the physical development of rural . The results showed that
the vulnerable period of five years dtarting from the year 2009-2013
Parijatahwetan Village Government successfully conducted a total of 37
development physical development such as roads, bridges, retaining wall,
drainage and other infrastructure that is useful for villagers.

Suggestions are recommended is village government should work harder to
be able to realize the construction of more and more intensive provide a boost to
the surrounding community to participate actively participating in al kinds of
development carried out by the village government.

Keywords: Government’s village performance, Rural Development
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang sangat besar, dengan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan wilayah yang sangat luas, untuk mengoptimalkan
kekayaan alam yang ada perlu adanya infrastruktur penunjang dalam proses
pelaksanaanya. Infrastruktur adalah hal yang sangat konkrit sebagai pendukung
pembangunan suatu negara. Infrastruktur merupakan prasarana publik primer
dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur
sangat menentukan tingkat efisens dan efektivitas kegiatan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur menjadi kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya,
karena keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan nasional.

Secara umum definisi pembangunan diartikan sebagai usaha atau rangkaian
usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar
oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka
pembinaan bangsa. Tujuan pembangunan yang paling hakiki adalah meningkatkan
kesg ahteraan bagi rakyat. Pembangunan fisik atau infrastruktur menurut Effendi
(2002:48) yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai
yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan,
sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih,
drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat

bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi .



Pembangunan mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama
dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan
perekonomian nasiona. Pembangunan nasiona pada dasarnya adalah berawal dari
pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaaan merupakan bagian integral dari
pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilakukan secara serasi dan
terpadu, serta berdaya guna dan berhasil guna disetiap dan diseluruh kawasan
pedesaan. Pembangunan pedesaan (dalam arti luas) harus terus ditingkatkan
dengan tujuan meningkatkan produksi pedesaan guna memenuhi kebutuhan
pangan dan kebutuhan industri, meningkatkan pendapatan petani, memperluas
kesempatan berusaha, dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks
pembangunan nasional karena mencakup sebagian terbesar wilayah nasional.
Sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan oleh
karenaitu pembangunan pedesaan harus terus ditingkatkan (Adisasmita, 2013:63)

Pembangunan pedesaan dalam proses pelaksanaanya menjadi tanggung
jawab pemerintah desa. Pemerintahan desa sebagai lembaga perpanjangan
pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat
desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 6
Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
dalam kaitannya dengan ha ini adalah pembangunan. Selanjutnya, dalam UU

No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pembangunan pedesaan itu



merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya bagi kesgahteraan masyarakat desa.  Pembangunan desa adalah
membangun prasarana atau infrastruktur, membangun usahatani atau membangun
pertanian.

Keberadaan prasarana fisik atau infrastruktur desa secara tidak langsung
akan memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi masyarakat desa. Kinerja
pemerintah desa yang responsif dalam memberikan pelayanan yang baik menjadi
kunci keberhasilan pembangunan pedesaan. Kepala desa sebagai pemimpin
pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pembangunan yang
dalam kaitannya ini adalah pembangunan prasarana fisik atau infrastruktur.
Infrastruktur menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat pedesaan. Dengan
adanya keberadaan infrastruktur yang memadai akan berdampak positif bagi
masyarakat, dimana dengan keberadaan infrastruktur seperti jalan desa yang baik
akan mempermudah arus lalu lintas, jembatan berfungsi sebagai penghubung
antar daerah, maupun dengan irigasi yang bak akan meningkatkan hasil
pertanian, oleh sebab itu pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan,
saluran irigasi harus lebih diprioritaskan. Mengingat bahwa, sebagian penduduk di
desa adalah berpencaharian sebagal petani, sehingga pembangunan fisik akan
lebih bermanfaat sebagal penunjang aktivitas perekonomian yang ada di desa.

Pembangunan fiskk merupakan salah satu bagian penting dalam
pembangunan pedesaan, Desa Parijatahwetan merupakan salah satu desa yang ada
daam kawasan Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten

Banyuwangi memiliki luas wilayah sebesar 5.782,50 Km2 dengan jumlah



penduduk sebesar 1.556.078 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010
dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yaitu 45,42 %.
Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Banyuwangi
bertempat tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani.

Desa Parijatahwetan merupakan salah satu desa dari 189 desa yang ada di
kawasan Kabupaten Banyuwangi. Desa Parijatahwetan memiliki luas wilayah
sebesar 566.363 Ha/m? dengan jumlah penduduk sebesar 5.186 jiwa berdasarkan
sensus penduduk tahun 2010. Desa ini merupakan suatu wilayah yang berada di
dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah yang lumayan tinggi. Hal ini
dibuktikan dengan produk hasil pertaniannya yang beraneka ragam, mulai dari
tanaman padi, cabai,tomat, sayur mayur dan tanaman paawija lain yang tumbuh
subur di daerah kawasan ini. Luas persawahan Desa Parijatahwetan yaitu sebesar
415.123 Ha/m® yang mayoritas penduduknya adalah berpencaharian sebagai
petani dengan menggangtungkan hidupnya di lahan persawahan sebagai ladang
perekonomian mereka.

Kegiatan perekonomian masyarakat Desa Parijatahwetan yang mayoritasnya
adal ah petani memerlukan fasilitas prasarana penunjang seperti infrastruktur jalan
sebagal akses masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya serta sebagai akses
distribusi barang hasil pertanian dari sawah ke pabrik. Infrastruktur jembatan
sebagal penghubung antar daerah dan antara pemukiman penduduk dengan lahan
persawahan masyarakat desa yang ada di daerah seberang, karena sebagian lahan
persawahan masyarakat Desa Parijatahwetan berada di desa seberang yang

dipisahkan oleh sungai yang lebar dan panjang. Selain itu juga yang tak kalah



pentingnya yaitu fasilitas penunjang berupa saluran irigasi yang sangat penting
bagi produks pertanian. Prasarana fisik diatas merupakan fasilitas penunjang
yang sangat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat desa. Oleh sebab itu
pembangunan dirasa sangat penting karena ha itu merupakan kebutuhan
masyarakat desa yang akan berdampak bagi kelancaran kegiatan perekonomian
yang ada di desa. Sehingga perlu adanya kesigapan atau responsivitas dari aparat
pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Kesigapan atau responsivitas aparat pemerintah Desa Parijatahwetan sangat
diperlukan terhadap kebutuhan masyarakat desa yang dalam hal ini adalah berupa
kebutuhan prasarana penunjang aktifitas sehari-hari. Sikap responsif aparat
pemerintah desa merupakan salah satu bentuk kinerja yang bak dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang ada
di desa sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat pemerintah desa, karena aparat
pemerintah desa merupakan aktor dalam perumusan suatu kebijakan dan
perencanaan serta pelaksana dalam proses pelaksanaan pembangunan. Selain
kinerja pemerintah yang baik, peran serta masyarakat juga sangat penting bagi
keberlangsungan pembangunan yang ada di desa. Masyarakat desa berperan
sebagal pengawas Kkinerja pemerintah serta dalam proses pelaksanaan
pembangunan. Selain itu juga peran serta masyarakat juga bisa dalam bentuk ikut
berpartisipasi melakukan pembangunan. Partisipass masyarakat untuk saling
bergotong royong melakukan pembangunan tidak terlepas dari peran kinerja

pemerintah Desa Parijatahwetan dalam upayanya mendorong kesadaran



masyarakat akan pentingnya pembangunan yang sangat bermanfaat dan
berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menunjukkan betapa
pentingnya kinerja aparat pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan.
Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : KINERJA
PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK PEDESAAN
(Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Parijatahwetan jika dilihat dari segi
aparatnya?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program pembangunan fisik pedesaan di
Desa Parijatahwetan?
3. Apayang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses
pelaksanaan  program pembangunan fissk pedessan di Desa
Parijatahwetan?
C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyal sasaran yang hendak
dicapal atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui
sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa dalam

mel aksanakan tugas pemerintahan di Desa Parijatahwetan dilihat dari

segi aparatnya.



b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan program
pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatahwetan.

c. Untuk mengetahui dan menganalisis apa sgja yang menjadi faktor
penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan program
pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatahwetan.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Adapun kontribusi penelitian yang diharapkan yaitu :

1) Secara akademis, pendlitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi Fakultas Ilmu Administrass daam menambah bahan kajian
perbandingan bagi yang mengunakannya.

2) Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran
mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan
masyarakat sebaga bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja
pemerintah desa dalam pembangunan pedesaan.

3) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama
pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

4) Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan
kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori
yang diperoleh selama masa perkuliahan.

E. SSTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika ini dibuat oleh penulis agar pembaca mampu dengan mudah

memahami isi dan makna yang terkandung serta memahami maksud dan tujuan



dari penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN, memberikan pengertian secara umum tentang
beberapa hal yakni berisi tentang latar belakang masalah dan perumusan
masalah yang diambil, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika
pembahasan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang pembahasan kinerja pemerintah
desa, partisipasi masyarakat dan pembangunan fisik pedesaan.

BAB I1I: METODE PENELITIAN, membahas metode-metode yang digunakan
dalam penelitian yakni jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian
dan analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan tentang gambaran
umum yang meliputi penyagjian dan fokus pembahasan yang diperoleh
selama penedlitian. Penyajian data umum merupakan gambaran pada lokasi
penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penygjian data
fokus yang disesuaikan dengan focus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V : PENUTUP, Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang ada
secara keseluruhan diserta saran-saran yang diperlukan sehubungan

dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Administras Pembangunan
1. Pengertian Administras Pembangunan

Istilah administrasi (administration) ini diartikan sebagai proses kegiatan
penataan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu
menurut Thoha (1983) daam Siswanto (1988:9). Sedangkan pengertian lain
menyebutkan bahwa administrass adalah setigp  penyusunan keterangan-
keterangan secara sistematik dan pencatatanya secara tertulis dengan maksud
untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam
keseluruhannya dan dalam hubungannnya satu sama lain. Dengan demikian
pengertian administras ini sebenarnya sama dengan pengertian tata usaha, yaitu
proses penyelenggaraan terhadap keterangan-keterangan (informasi) yang
berwujud pada aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan,
mengirim dan menyimpan (Siswanto,1988:9 ).

Administras pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu: pertama, tentang
administrasi dan kedua, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan
proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan
pelaksanaan itu pada umunya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan
adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,

menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Dari
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pengertian diatas dapat ditarik kessmpulan bahwa administras pembangunan
adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki
tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa
tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian,
1979: 2 - 4)

Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap
tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat
netra terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan
berorientas pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan
yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan, sedangkan ilmu admnistrasi
negara  lebih  menekankan  pada  pelaksanaan  kegiatan  secara
efektivitag/tertib,efisen pada masing-masing unit pemerintah. Administrasi
pembangunan berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-
perubahan (inovation) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu
masyarakat di masa yang akan datang.Dalam administrasi pembangunan, aparatur
pemerintah merupakan administrator dan juga bisa menjadi penggerak perubahan.
B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Sebelum membahas tentang pengertian pemerintahan desa, perlu kiranya
mengetahui tentang pengertian desa itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang No.
6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
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untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan
oleh Mariun dalam Siswanto (1988:10), menurutnya desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum adat teritorial yang berpemerintahan sendiri (otonom).
Sedangkan Widjgja (2002:44) menjelaskan pengertian desa adalah sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sitem pemerintahan nasional dan beberapa
daerah di kabupaten. Kewenangan desa menurut Widjaa (2002:45) mencakup:
1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.
3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Tentang Desa).
Penyelenggaraan pemerintah desa adalah seluruh proses kegiatan mangemen
pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada,
meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian,
pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan
dan pengembangannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa).
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Posisi pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah
pemerintah desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat
berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
desa. Penyelenggarasan  pemerintahan desa merupakan sub sistem dalam
penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun
landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat
(Widjaja, 2002:43)

Pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasa 1 ayat 3
menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa. Selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan
bidang pembangunan yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
juga Lembaga Kemasyarakatan Desa juga melaksanakan tugas dalam bidang
kemasyarakatan, dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan
perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang
kemasyarakatan ini. Pemerintah desa turut serta dalam membina masyarakat desa,
seperti yang kita ketahui pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan
peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman
masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam
masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja

dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.



13

Lebih lanjut Widjga (2002:47) mengemukakan bahwa pemerintah
desa/marga terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa tersebut
terdiri atas:

a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti skretariat desa dan perangkat

tata usaha.

b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong

tani desa dan urusan keamanan.

c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa diwilayah bagian desa

seperti kepala dusun.

Kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang secara langsung
dipilih oleh masyarakat melaaui pemilihan kepala desa (PILKADES) dan
ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan, yaitu bupati/walikota atas nama gubernur. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab
kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya
disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala desa wajib
memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada BPD dan
menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap
harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa
untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Peran kepala desa menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa dengan dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang
lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Peran kepala
desa berada pada posis yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi

daerah. Terlebih bagi kepala desa yang mewakili kewenangan sendiri dalam



14

mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Karena tugas yang cukup berat bagi
seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya , maka kepala desa
dalam menyelenggarakan otonomi daerah dibantu oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang secara bersama-sama menyelenggarakan otonomi desa dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Widjga (2002:49) dalam melaksanakan fungsinya kepala desa
mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

2) Membina kehidupan masyarakat desa

3) Membina perekonomian desa

4) Mendamaiakan perselisihan masyarakat desa

5) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

6) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya

7) Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan
sebagal peraturan desa.

8) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang
bersangkutan.

K epala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat
desa. Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa dalam pemerintahan
desa yang dipilih atau diangkat oleh kepala desa tanpa pemilihan sesuai dengan
kondisi budaya masyarakat setempat yang memenuhi syarat dan secara formal
ditetapkan dengan kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Perangkat desaitu sendiri terdiri dari:

a. Sekretarisdesa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasa 202 ayat 3,

menyebutkan bahwa sekretaris desa di isi oleh pegawal negeri sipil (PNS) yang
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memenuhi persyaratan. Sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS

secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris desa dalam tugasnya melaksanakan pelayanan administratif

kepala desa. Tugas dan fungs sekretaris desa menurut Ndraha (1984:86) yaitu:

1)

2)
3)

4)
5)

Membantu kepala desa dibidang organsasi pemerintahan desa dan
kantor desa

Mengkoordinasikan semua pekerjaan-pekerjaan kantor desa
Melaksanakan  surat  menyurat, kearsipan dan  membuat
pel aporanperiodik tentang perkembangan desa

Melasanakan urusan keuangan

Melaksanakan administrasi  pemerintahan, pembangunan, dan
pembinaan masyarakat.

b. Unsur pelaksanateknislapangan

Menurut Suwignyo (1986:189) unsur pelaksanaan meliputi, kepala urusan

pemerintahan, kepala urusan kesgjahteraan masyarakat, kepala urusan ekonomi

pembangunan dan kepala urusan umum. Unsur pelaksana disini yang dimaksud

adalah semua kepala urusan yang ada di desa. Dalam proses pertanggung jawaban

unsur pelaksanaan bertanggung jawab kepada kepala desa dengan perantara

sekretaris desa secara administratif. Kepala urusan diangkat dan diberhentikan

oleh camat atas usulan dan saran dari kepala desa yang bersangkutan.

c. Unsur wilayah

Unsur wilayah adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa

seperti kepala dusun. Setiap kepala dusun memiliki tugas dan fungs dalam sebuah

pemerintahan desa. Ha tersebut dikemukakan oleh Ndraha (1984:82) yang

berpendapat bahwa kepala dusun memiliki tugas sebagal berikut:

1) Membantu kepala desa dalam menjalankan kemakmuran desanya
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2) Membantu kepala desa dalam rangka pelayanan masyarakat dibidang
perekonomian, kerohanian,kesusilaan, kemasyarakatan, dan ketertiban serta
keamanan dea

3) Membantu kepala desa dalam mencari dan mamaukan sumber-sumber
keuangan desa.

2. Badan Per musyawar atan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagal badan perwakilan
merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. BPD
berkedudukan sgjgar dan menjadi mitra pemerintah desa. Ada beberapa jenis
hubungan antara pemerintah desa dengan BPD. Pertama yaitu, hubungan
dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama
menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinas artinya dalam
melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau
pihak kedua dengan senggja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak
pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel
dimana mereka bekerja bersama sama dengan bertumpu pada keyakinan dan
kepercayaan serta saling menghargai satu samalain.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 55
ayat 1-3 berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspiras masyarakat desa dan
melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan

kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi
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sebagal pengawas kebijakan. Menurut Widjgja (2002:131-132) BPD mempunyai
tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan
berkembang di desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang
kelangsungan pembangunan.

b. Legidas, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-
sama pemerintah desa.

c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pel aksanaan peraturan
desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala
desa.

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Bersama-sama kepala desa membentuk keputusan desa

Bersama-sama kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan

belanja desa

g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa
terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan
pembentukan Badan Usaha Milik Desa(BUMD)

- o

3. Lembaga Kemasyarakatan

Selain pemerintah desa dan BPD, ada satu lagi lembaga yang juga
berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga tersebut
adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga non-pemerintah ini dibentuk oleh
masyarakat sesuali dengan kondiss dan kebutuhan. Bahwa lembaga
kemasyarakatan desa pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dalam
menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong,
memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam
pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan
demokratisasi,, dan mewujudkan efektivitas, efisensi, dan transparans
penyelenggaraan pemerintahan desa (PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007

Tentang Pedoman Penataan Lembaga K emasyarakatan)
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Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Parijatahwetan antara lain
yaitu adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, dan
Pembinaan Kesgahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan
Pemerintah Desa (LPMD). Lembaga kemasyarakatan berfungs sebagai
pendukung pemerintah desa. Tugasnya adalah membantu pemerintah desa dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga ini sebagai berikut.

1. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan
mengembangkan pembangunan;

2. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan
swadaya masyarakat. (UU No. 72 Tahun 2005 pasal 91 ayat 1-3 Tentang
Desa)

C.Konsp Kinerja

1. Pengertian kinerja

Kinerja berasal dari kata performance yang berarti suatu hasil kerja atau
prestasi kerja. Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja bukan hanya hasil kerja,
tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo,2007:7).
Menurut Mangkunegara (2005:67) menjelaskan bahwa kinerja berasal dari kata
Job Performance atau Actual Performance (prestas kerja atau prestas
sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam
mel aksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja merupakan suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektifitas suatu organisas,

baik itu pegawainya maupun managernya, seberapa baik pegawai dan manajer
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tersebut mengjalankan tugas dan fungsinya yang merupakan tanggung jawabnya
dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja
pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja bisa jadi berkaitan dengan
individu pelaksana, dalam arti bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor intern
yang ada dalam diri individu, ini berarti berkaitan pula dengan kemampuan
individu dalam menyel esaikan suatu kerja. Pendapat ini terlihat dalam ulasan yang
diberikan oleh Sudarto (1999:3) yang mengatakan bahwa kinerja individu adalah
hasil konkrit yang dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja),
dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutukan standar
kerja sebagal aat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu
mencerminkan potensi organisasi. Kinerja diukur dengan instrumen yang
dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam beberapa ukuran kerja dengan
instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam beberapa
ukuran kerja secara umum, yang kemudian diterjemahkan dalam penilaian
perilaku secara mendasar yang meliputi:

Kuantitas kerja

Kualitas kerja

Pengetahuan tentang pekerjaan

Pendapat atau pernyataan yang disampaikan
Keputusan yang diambil

Perencanaan kerja dan,
Daerah organisasi kerja.

@ rpo0Tw

Ukuran kerja diatas menjadi suatu acuan kinerja individu, dimana apabila
seorang individu atau pegawa paham betul tentang ukuran kerja yang harus

dilaksanakan oleh seorang pegawai, maka kinerja pegawai akan memberikan
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suatu hasil yang baik. Untuk mendapatkan suatu hasil yang baik seorang aparat
dituntut memiliki Mentalitas atau kedisiplinan yaitu sikap jiwa dan tingkah laku
seseorang yang selau menjadikan berhubungan. Menurut  Prijodarminto
(1994:54), Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui
proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan,
kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Karena sudah menyatu
dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama
sekali tidak diarasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya
bilamanatidak berbuat sebagaimanalazimnya.

Kedisiplinan dalam diri seseorang sangat diperlukan dalam melaksanakan
suatu tugas, apalagi dalam suatu pemerintahan seperti pemerintahan desa. Selain
kedisiplinan, seorang aparat juga harus memiliki motivasi dalam melaksanakan
tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh campbell dalam Purwanto (1992:73) yang
mengatakan bahwa motivas mencakup didalamnya arah dan tujuan tingkah laku,
kekuatan respons dan kegigihan tingkah laku. Istilah tersebut mencakup sgjumlah
konsep dorongan (drive), kebutuhan (need), rangsangan (incentive), Ganjaran
(reward), penguatan (reinforcement), ketepatan tujuan (goal setting), harapan
(expectancy) dan sebagainya.

Motivasi yang dimiliki oleh seorang aparat pemerintah akan menciptakan
suatu moralitas atau semangat kerja seorang individu yang diperlukan dalam
melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan tanggung jawab yang
dibebankan kepadanya. Hal tersebut berguna dalam peningkatan kualitas dan

kuantitas kerjanya. Kinerja seorang aparat yang baik juga didukung oleh
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kemampuan yang dimiliki oleh setiap diri aparat. Seorang pegawa memegang
peranan penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Tujuan organisasi akan
semakin mudah dicapai apabila pegawai/individu dari organisasi tersebut
memiliki suatu kemampuan untuk berprestasi dalam melaksanakan tugas yang
merupakan tanggung jawabnya. Kemampuan merupakan suatu potensi yang
dimilki dalam diri seseorang untuk melakukan berbagai hal. Menuut Robbins
(2009:57) kemampuan merupakan kapasitas sesorang individu untuk melakukan
beragam tugas dalam satu pekerjaan. Lebih lanjut Robbins ( 2009:57) menyatakan
bahwa kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri dari dua
kelompok faktor, yaitu:

a. Kemampuan intelektual (Intelectual Ability), merupakan kemampuan
yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir,
menalar dan memcahkan masalah)

b. Kemampuan fisik (Physical Ability), merupakan kempuan melakukan
tugastugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan
karakteristik serupa.

Beberapa faktor diatas merupakan hal yang berpengaruh terhadap kinerja
seorang individu. Selain kinerja individu juga terdapat kinerja organisasi. Kinerja
organisas adalah totalitas hasil kerja suatu organisas. Menurut Nasucha
(2004:107) yang mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai
efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang
ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalaui usaha — usaha yang

sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk
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mencapal kebutuhannya secara efektif. Selanjutnya, Atmosudirdjo (2003:11)
mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebaga efektivitas organisasi
secara menyeluruh untuk kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompok
yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan
kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara
efektif.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai
adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja
organisas adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Hubungan
Kinerja pegawai dengan kinerja organisasi sangat erat kaitannya, kinerja pegawai
dalam sebuah organisas mempengaruhi terhadap hasil yang diperoleh oleh suatu
organisas. Baik buruknya hasil yang dicapai suatu organisasi juga ditentukan oleh
kinerja pegawai organisasi itu sendiri, hal tersebut dikarenakan bahwa tercapainya
tujuan organisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh
organisas yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai
pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebuit.

2. Indikator Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena
dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai
tujuannya. Penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai sgjauh mana pelayanan
yang diberikan oleh organisass ddam memenuhi harapan dan memuaskan
pengguna jasa. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan

tekanan bagi para pegjabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-
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perubahan dalam organisasi. Namun, sgjauh ini informasi yang akurat mengenai
kinerja birokrasi publik belum tersedia di dalam masyarakat. Terbatasnya
informasi mengenai  kinerja birokras publik adalah kompleksitas indikator
kinerja, yang biasanya digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik
(Dwiyanto, 2006:48)

Indikator kinerja merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran dan tujuan organisasi. Indikator kinerja diartikan
sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Indikator
kinerja juga dapat dijadikan patokan (standar) menilai keberhasilan atau
kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai misi dan vis
organisasi. Sedangkan kinerja pegawai, erat kaitannya dengan cara mengadakan
penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan standar kinerja
atau performance standard. T.R. Mitchell (1978) yang dikutip Sedarmayanti
(2001:51) menyebutkan lima (5) aspek yang dijadikan indikator atau ukuran
dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang, adalah :

1) Quality of work, yang terdiri dari komponen mutu hasil pekerjaan dan

sikap dalam bekerja.

2) Promptness, merupakan suatu bentuk kedisiplinan yang terdiri dari
komponen tingkat kehadiran dan pemanfaatan waktu luang.

3) Initiative, merupakan sebuah motivas atau dorongan yang terdiri dari
komponen tingkat inisiatif dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

4) Capability, merupakan sebuah kemampuan yang terdiri dari komponen
kehandalan dalam menyelesaikan tugas dan pengetahuan tentang
pekerjaan.

5) Communication, yang terdiri dari komponen kegujuran dalam
menyampaikan pendapat dan kerjasama dalam menyel esaikan pekerjaan.

Indikator kinerja diatas menjelaskan bahwa kinerja aparat bisa dikatakan

baik apabila menghasilkan mutu pekerjaan dan sikap bekerja yang berkualitas.
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Selain itu promptness yang merupakan suatu bentuk kedisplinan sangat
berpengaruh terhadap pemanfaatan waktu luang yang dilakukan akan
mempercepat dalam menyelesaikan segala tugas pemerintahan. Motivas
(initiative) yang merupakan sebuah tanggung jawab menjadi suatu dorongan bagi
pegawai untuk bekerja lebih baik sehingga dapat meningkatkan keefektifan dan
efisiensi dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Indikator diatas merupakan penilaian kinerja dalam menjalankan
pemerintahan. Sedangkan untuk mengukur Kkinerja aparat dalam proses
pelaksanaan suatu program menurut Mardiasmo (2002) terbagi menjadi lima
yaitu:

1) Sistem perencanaan dan pengendalian

2) Spesifikasi teknis dan standarisasi

3) Kompetensi teknis dan profesionalisme

4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
5) Mekanisme sumber daya manusia

Sistem perencanaan dan pengendalian sangat berguna dalam menentukan
skema insentif mangjerial sebagal upaya untuk memperjelas tujuan suatu
organisasi. Spesifikasi teknis dan standarisasi berguna dalam menentukan standar
pel aksanaan kinerja dalam suatu program dan juga memungkinkan bagi pelaksana
kegiatan untuk menntukan pilihan terbaik yang efisien dan efektif. Mekanisme
ekonomi pasar dan mekanisme ekonomi akan membantu menentukan aktivitas
yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasara

yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk mekanisme sumberdaya



25

berhubungan dengan pembanfaatan sumber daya manusia yang ada didaerah
tersebut, selain bermanfaat sebagai upaya meningkatkan kefektifan juga sebagai
bentuk pemberdayaan bagi masyarakat agar |ebih terampil dalam berbagai hal.

Indikator penilaian kinerja aparat tidak hanya dalam proses pelaksanaan
melainkan juga dalam hasil yang diperoleh (output). Menurut Zeithaml,
Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175)
menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi,
yang terdiri atas beberapa faktor berikut :

a. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari gedung,
peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.

b. Reliability atau reabilitas adaah kemampuan untuk menyelenggarakan
pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

c. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong
customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja
dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers.

e. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh
providers kepada customers.

Dari berbagai indikator penilaian kinerja diatas menunjukkan bahwa kinerja
seorang pegawa bisa dikatakan balk apabila memperoleh hasil yang berupa
output (tangibels) atau ketampakan fisik yaitu berupa hasil ketampakan fisik yang
berupa gedung, jalan, dan infrastruktur fisik lain yang dapat diwujudkan oleh para
pegawai. Selain itu juga tentang responsivitas merupakan indikator kinerja yang
berorientas pada proses. Reliability dan responsivitas ini dimasukkan sebagai
salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan mis dan tujuannya yang

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat .
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3. Faktor — faktor yang Mempengar uhi Kinerja
Menurut Mangkunegara(2005:67), faktor yang mempengaruhi pencapaian
Kinerja ada dua yaitu faktor kemampuan(ability) dan faktor motivasi (motivation)
a. Faktor kemampuan
Secara psikologis, kemampuan(ability) pegawai terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill).
Artinya, pegawa yang memiliki 1Q diatas rata-rata (1Q 110-120) dengan
pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam
mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai
kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya ( the right man in the right place,
the right man on the right job)
b. Faktor Motivasi
Motivas terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawa dalam
menghadapi situasi(situation) kerja. Motivass merupakan kondisi yang
menggerakkan diri pegawal yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi
(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri

pegawai untuk berusaha mencapai pretasi kerja yang maksimal.

Faktor yang mempengaruhi kinerja juga dijelaskan oleh Amstrong dan
Baron(1988) dalam Wibisono(2009:99) yang mengungkapkan bahwa faktor yang
mempengaruhi kinerja adalima, yaitu:

1) Personal factor, ditentukan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang
dimiliki, motivasi, dan komitmen individu
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2) Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan
dukungan yang dilakukan mangjer dan team leader
3) Team factor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh
rekan sekerja
4) System factor, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang
diberkan organisasi
5) Contextual/situasional factor, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan
dan perubahan lingkungan internal dan eksternal
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kinerja
sangat ditentukan oleh bebaga faktor, mulai dari kemampuan, motivas,
pemimpin serta lingkungan. Kemampuan dan motivas yang dimiliki oleh suatu
pegawa atau individu menjadi suatu acuan atau dasar bagi seorang individu
daam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dorongan yang
kuat dari seorang memimpin untuk membimbing para pegawal serta dukungan
dari rekan kerja menjadi faktor ekstern yang berguna dalam proses pelaksanaan
kerja. Dengan dukungan yang diberikan serta bimbingan dari seorang memimpin
akan berdampak pada kualitas hasil kerja yang dicapai seorang pegawai. Faktor
yang tidak kalah pentingnya yairu faktor sistem yang digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanan suatu tugas, dengan adanya syistem kinerja seorang pegawai
akan lebih terorganisir dan tersusun rapi.
D. Pembangunan Pedesaan
1. Pengertian Pembangunan Pedesaan
Sebelum menelaah tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu perlu
memahami pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya. Menurut Siagian
(1979:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkai an usaha pertumbuhan dan

perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara

dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-
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building). Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks
pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan untuk
pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya
pembangunan yang dimiliki yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Selain itu juga untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor
pertanian, industri dan perdagangan antar desa dan untuk memperkuat
pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan pedesaan menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1-3
menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup. Pembangunan pedesaan meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa yang sebagaimana
dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integra dari pembangunan
nasional, yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, mau,
sgjahtera, dan berkeadilan .Pembangunan pedesaan dilaksanakan sesuai dengan
rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri
melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. (Adisasmita,2013:63)

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan
dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat.
Pembanguan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh

karena itu pelibatan masyarakat seharusnya digjak untuk menentukan visi
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(wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan
merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mdah
dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi (Adisasmita,2013:
75)

Terdapat tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan menurut Adisasmita
(2013:75)

yaitu:

1) Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di setiagp desa mengacu
kepada pencapaian sasaran pembangunan  berdasarkan  Trilogi
Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a)
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di
setigp sektor, temasuk desa dan kota, di setiap wlayah dan antar wilayah
secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan
yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan
mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang
terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu
memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) secara luas, memanfaatkan
modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

3) Meningkatkan efisenss masyarakat melalui kebijaksanaan deregulas,
debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berupa pembangunan fisik tidak
semudah membalik telapak tangan dan sekeap jadi. Pada proses pelaksanaan
program pemerintah desa yang berupa pembangunan fisik ada beberapa tahapan
yang harus dilakukan. Setelah tahapan perencanaan sudah tersusun dengan rapi
dilanjutkan dengan proses pelaksanaan program. Dalam suatu pelaksanaan
pembangunan diperlukan suatu mekanisme pelaksanaan atau prosedur
pelaksanaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996:1092), prosedur
adalah cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya. Prosedur

pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan
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satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan
memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Sedamgkan menurut Ismail
masya (1994 : 74) yang mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu rangkaian
tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut
waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang
dilaksanakan berulang-ulang.

Mekanisme pelaksanaan merupakan suatu prosedur atau acuan dalam
pelaksanaan suatu program. Mekanisme pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh
panitia pelaksana pembangunan itu sendiri. Dalam mekanisme pelaksanaan
terdapat mangjemen waktu diddamnya. Maksud dari penetapan mekanisme
pelaksanaan itu sendiri diharapkan agar dalam proses pelaksanaan pembangunan
berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.

Pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya sumber dana. Sumber dana
merupakan pembiayaan dalam sebuah pembangunan. Daam sebuah
pembangunan dibutuhkan dana sebagai biaya dalam proses pelaksanaan
pembangunan. Pembangunan pasti membutuhkan bahan dan alat agar bangunan
tersebut bisa menjadi bangunan yang memiliki fungsi dan dapat berguna dan
bermanfaat. Bahan dan aat membutuhkan biaya untuk memperolehnya, oleh
sebab itu dana menjadi sumber pokok dalam proses pembangunan.

Secara teori, Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi
kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari
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APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas:

Pendapatan Adli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan
desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan
partisipasi, hasil gotong royong

Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/K ota

bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/K ota dalam rangka pel aksanaan urusan pemerintahan;

hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pinjaman desa (http://id.wikipedia.org/wiki/Desa) diakses tanggal 4 juni 2013

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan
Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap
tahun dengan Peraturan Desa. Sedangkan menurut Siswanto (1988:66)
mengatakan bahwa sumber dana dalam penyel enggaraan pemerintah desa yaitu:

1) Swadaya masyarakat desalkelurahan setempat bailk berupa uang
maupun tenaga

2) Bantuan pemerintah baik dari Pemerintah Daerah Tingkat 11,
Pemerintah Tingkat | maupun dari Pemerintah Pusat.

3) Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sertatidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah sumber dana diperoleh tahapan selanjutnya yaitu proses pencairan
dana. Pencairan dana dilakukan disaat pembangunan telah siap dilaksanakan.
Pencairan dana dalam pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa sebagai

pelaksana kegiatan pembangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
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(KBBI) makna atau definisi pencairan dana adalah suatu tindakan atau kegiatan
menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan atau kegiatan menguangkan dan
memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu
keperluan tertentu.

Proses pencairan dana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan
pemerintah desa harus disertai dengan surat perintah pencairan dana oleh pihak
terkait. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005
Pasal 1 ayat 13 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, pengertian SPPD (Surat
Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Dalam sebuah pembangunan tidak hanya dibutuhkan sumber dana sgja,
melainkan tenaga kerja, bahan dan aat. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak
berjalan secara instan, melainkan membutuhkan suatu mobilisasi. Mobilisas
tenaga kerja, bahan dan alat termasuk dalam teori pengerahan sumber daya.
Mobilisasi dapat diartikan sebagai sebuah gerakan. Mobilisas tenaga kerja
merupakan sebuah gerakan sosial yang muncul karena tersedianya faktor-faktor
pendukungnya, seperti adanya sumber-sumber pendukung, tersedianya kelompok
koalis dan adanya dukungan dana, adanya tekanan dan upaya pengorganisasian
yang efektif serta sumber daya yang penting berupaideologi (Fakih, 2002:xxvii)

Mobilisasi tenaga kerja/lbahan/alat merupakan kegiatan mendatangkan
tenaga kerja yang diperlukan (masyarakat yang terdaftar untuk bekerja) guna
melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dilokasi pekerjaan. Sedangkan

mobilisasi bahan dan alat adalah mendatangkan bahan (pembelian) dan alat
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(sewa) yang diperlukan untuk pembangunan sarana/prasarana kelokasi pekerjaan.
Sebagai pedoman pelaksanaannya adalah daftar rencana pengadaan yang telah
dibuat dan disepakati dalam musyawarah persigpan pelaksanaan kontruksi
(MP2K) sebelumnya.

2. Pembangunan Fisik
Pembangunan desa memiliki ruang lingkup pelaksanaan di pedesaan, maka

dapat ditegaskan bahwa pembangunan desa adaah membangun prasarana,
membangun usaha tani atau membangun pertanian. Pembangunan fisik adalah
kebutuhan yang sangat mutlak dibutuhkan olen masyarakat pedesaan.
Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya
dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan. Pembangunan
dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

Wujud pembangunan fisik terdiri dari :
1) Prasarana perhubungan
a) Jaan
b) Jembatan
c) Plengsengan penahan jalan
d) Gorong - gorong dan lain-lain
2) Prasaranasosial
a) Poskamling
b) Polindes
c) Bala dan Kantor desa
d) Sekolahan
3) Prasarana Produksi
a) Saluranirigas
b) Waduk/bendungan
c) Pintu pembagi air dan lain-lain.

Menurut Adisasmita (2013: 58) yang mengemukakan sasaran umum yang
harus dicapal dalam pembangunan pedesaan adalah sebagal berikut:
1) Tersedianya infrastruktur fislk dan sosia yang mencakup jaringan

jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh
wilayah.



34

2) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan
sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan
tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam

3) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya
kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya
kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk
menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

4) Terwujudnya penguatan kelembagaan yang mencakup prosedur
perencanaan yang melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan
penguatan kel embagaan local yang semakin berdaya mampu.

5) Percepatan pertumbuhan dari desa swadaya menjadi desa swakarya
dan seterusnya menjadi desa swasembada.

6) Peningkatan keterampilan dalam berproduksi (pertanian, industri kecil,
dan lainnya) dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha
produktif.

Pembangunan fisik atau infrastruktur, menurut Effendi (2002:48) yang
menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang
berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana
kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase,
teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis
dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan
modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk
penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang
dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain,
sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Roda perekonomian akan berjalan jikalau tersedia sarana dan prasarana
yang memadai seperti jalan dan jembatan. Tanpa adanya jalan dan jembatan
sebagal infrastruktur fisik, suatu daerah akan terisolir dan secara tidak langsung
kalau dibiarkan berlamalama tidak akan mengalami kemaguan, entah itu

kemagjuan teknologi karena tersendatnya arus distribusi dan kemguan sumber
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daya manusianya karena hanya berkegiatan diseputar itu-itu sgja. Tanpa adanya
perkembangan karena sarana dan prasarana sebagai penunjang akses mereka
untuk bergerak tidak tersedia. Hal inilah mengapa, pembangunan infastruktur fisik
seperti  jalan, jembatan dan saluran irigasi dipedesaan sangat mutlak
keberadaanya. Karena semua itu adalah penunjang berjalannya roda
perekonomian masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah
yang dihadapi, potens yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas
pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sasaran umum yang diharapkan
dapat dicapa adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis sumber daya
pertanian (agricultural resource based) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non
pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan
masyarakat kecil, dengan pembangunan sarana dan prasarana fisk yang
dibutuhkan oleh masyarakat akan menghasilkan berbagar manfaat bagi
masyarakat desa.

3. Tujuan pembangunan pedesaan

Pembangunan pedesaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan pembangunan
pedesaan jangka panjang (tukaang) dan tujuan pembangunan pedsaan jangka
pendek (tukadek). Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah
terwujudnya peningkatan kesgahteraan masyarakat pedesaan yang secara
langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha
dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina

manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh
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bagi pembangunan nasiona. Sedangkan tujuan pembangunan pedesaan jangka
pendek yaitu peningkatan efektifitas dan efisiens dalam pelaksanaan kegiatan
ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya
alam (SDA).

Pada hakikatnya tujuan umum pembangunan pedesaan itu adaah
meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melaui pencapaian kemajuan
sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan
persamaan hak dan menjunjung tinggi prisip-prinsip keadilan bagi masyarakat
secara keseluruhan. Tujuan pembangunan desa secara spasial dapat dirumuskan
yaitu terciptanya kawasan pedesaan mandiri, berwawasan lingkungan, selaras,
seras dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain  melalui
pembangunan komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat
yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

( Adisasmita: 2013:57)
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BAB I11

METODE PENELITIAN

Daam bab ini dijelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi tersebut
dilaksanakan. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode penelitian
yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian
yang digunakan harus didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam sebuah
penelitian, kesesuaian metode yang digunakan berpengaruh pada hasil yang akan
dicapai dalam sebuah penelitian. Dengan metode penelitian akan diperoleh data
dan informasi yang mendukung analisa dalam penulisan skripsi ini, selain itu juga
akan menjadi jelas dan terfokus ruang lingkup penelitiannya. Pada hakikatnya
penelitian adal ah suatu pendekatan yang dilakukan dalam hal mencari kebenaran,
cara mendapatkan kebenaran tersebut dilakukan melalui metode ilmiah. Dan
bertujuan untuk mengontrol serat menjelaskan ggaa-gegjaa yang teramati guna
mendapatkan kebenaran yang di inginkan.

A. Jenis Pendlitian

Penelitian tentang kinerja pemerintah desa dalam pemabangunan fisik
pedesaan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu
suatu metode dalam penelitian yang meneliti status manusia, suatu objek, suatu
situas atau kondisi, sitem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa
sekarang. Tujuan penggunaan penelitian dengan metode deskriptif adalah
berusaha untuk menggambarkan /mendeskripsikan, memaparkan berbagai

fenomena sosial yang terjadi pada objek penelitian secara sistematis, faktual untuk
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dianaisis dengan cermat dan mendalam. Diungkapkan oleh Sugiyono dalam
Pasolong (2012: 161) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generaisasi. Penelitian kualitatif
lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan
(verstehen).

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana kinerja pemerintah desa
dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar mencapai suatu
keberhasilan dan keberlanjutran dalam pengelolaan pembangunannya. Dengan
demikian  penelitian  ini  berupaya  mendeskripsikan, = menguraikan,
menginterpretasikan  permasalahan  serta mengambil  kesimpulan  dari
permasal ahan tersebut tentang kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik
pedesaan.

B. Fokus Pendlitian

Fokus penelitian ini berfungsi untuk memilih data yang relevan. Pada
dasarnya fokus penelitian ini merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat
perhatian dalam penelitian. Dengan adanya penetapan fokus penelitian, maka
dapat dilakukan pembatasan terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang
terjadi agar penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih
terkosentrasi serta mendapatkan informasi yang lebih relevan dengan objek

penelitian yang sedang diteliti.
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Berdasarkan judul skrips ini yaitu kinerja pemerintah desa dalam
pembangunan fisik pedesaan serta rumusan masalah dan tujuan yang ingin
dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adal ah:

1. kinerjaaparat pemerintah desa
a. kedisiplinan aparat
b. kemampuan kerja aparat
C. motivasi aparat
2. Proses pelaksanaan program
a. Mekanisme pel aksanaan
b. Sumber dana
c. Pencairan dana
d. Mobilisas tenagakerja,bahan,aat
3. Redisas
a. Wujud pembangunan fisik
b. Kemanfaatan
4. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik
pedesaan di Desa Parijatah Wetan
a. Faktor penghambat
b. Faktor pendukung
C. Lokas dan situs pendlitian
Lokas penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi
mengenai data yang diperlukan. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat

dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.
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Daam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Provins Jawa Timur,
khususnya di Kabupaten Banyuwangi, yang difokuskan di Desa Parijatahwetan,
Kecamatan Srono yang digunakan sebagal lokasi penelitian, dengan alasan
sebagal berikut:

1. Desa Parijatahwetan merupakan suatu desa yang mayoritas penduduknya
adalah petani, pembangunan prasarana penunjang (pembangunan fisik)
seperti prasarana jalan, jembatan, drainase dan lainnya menjadi kebutuhan
mendasar bagi keberlangsungan perekonomian di desa yang bermata
pencaharian sebagai petani.

2. Adanya fenomena sikap yang partisipatif dari masyarakat Desa
Parijatahwetan terhadap pembangunan desa yang tidak terlepas dari peran
kinerja desa dalam upayanya mendorong masyarakat untuk bersikap
partisipatif dalam pembangunan di desa.

3. Desa Parijatahwetan sering mendapatkan Reward berupa kucuran dana
pembangunan dari pemerintah daerah karena dalam pembayaran pajak
yang dilakukan oleh wajib pajak masyarakat desa parijatah wetan sesuai
dengan target yang diharapkan pemerintah daerah. Oleh sebab itu
pemerintah daerah memeberikan Reward yang berupa kucuran dana
pembangunan kepada desa parijatah wetan. Hal tersebut tidak terlepas dari
Kinerja para aparat pemerintah desa dalam mensosiaisasikan tentang

pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.
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Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap
keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian terletak
Pemerintah Desa Parijatahwetan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam moleong
(2004:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam
penelitian ini , data yang diperlukan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Dataprimer

Data primer adalah data yang pertama diambil langsung dari sumbernya

atau nara sumber melalui wawancara. Informasi sebagai sumber data dipilih

dengan didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, yaitu:

1) Pemerintah desa

2) Masyarakat desa

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumbernya
langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang
dimaksud sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen dan
arsip-arsip dilapangan desa parijatah wetan yang relevan dengan masalah
dan fokus sehingga dapat dipakai sebagai pendukung dalam penédlitian ini,
seperti yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur fisik desa.

Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh adalah data mengenai

pembangunan fisik desa parijatah wetan.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pendlitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan metode atau
teknik penelitian lapangan, yaitu peneliti terjun langsung dilapangan/ditempat
(obyek/subyek) penelitian, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar
obyektif dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk keperluan
pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui:
1. Depth interview (wawancara secara mendal am)

Wawancaraini dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan mengarah
pada kedalaman informasi serta dilakukan secara terstruktur guna menggali
informasi yang factual seputar permasalahan yang berkaitan dengan kinerja
aparat pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan, serta
pengoptimalan tugas-tugas yang diembannya demi tercapai suatu kinerja
aparat yang handal, sehingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan
harapan yang diinginkan.

2. Observas ( pengamatan)

M etode pengamatan (observasi) dalam penelitian ini adalah pengamatan
langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek-obyek yang
diselidiki serta mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung
jawabkan.

3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat

dokumen-dokumen / arsip-arsip di lapangan yang dianggap relevan pada
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lokasi dan situs penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan
maksud mendapatkan data primer dan data sekunder yang digunakan dalam
proses penelitian ini.
F. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau
mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau untuk mencapai
tujuan penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Moleong sebagai berikut:
“kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana,
pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan pada akhirnya
ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument penelitian
atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari
keseluruhan proses penelitian.”
Agar data mengena variable-variabel penelitian yang dibutuhkan bisa
didapatkan, maka dalam penelitian ini insrumen yang digunakan adalah:

1. Pendliti Sendiri, sebagai instrumen kunci karena peneliti merupakan
perencana, pelaksa pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada
akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.

2. Pedoman Wawancara (interview guide), yaitu berupa materi atau poin-
poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan
narasumber. Pedoman wawancara juga berguna untuk mengarahkan
peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam mel akukan wawancara.

3. Perangkat Penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis untuk

mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian, serta aat bantu

untuk merekam dalam proses wawancara.
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G. AnalisisData

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam ha ini
Nasution dalam Sugiono (2012:245) mengatakan “analisis telah dimulai sgak
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun dilapangan, dan
berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi
pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang
“grounded™.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Karena sesuai untuk
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang akan diteliti dan sesuai dengan fokus
serta teknik pengambilan data yang ada dalam penelitian ini. Dalam analisa data
kualitatif ini maka analisis datanya nanti akan lebih banyak di dominasi oleh kata-
kata, kalimat maupun uraian-uraian.. Oleh karena itu dalam penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif maka metode analisis datanya adalah metode analisis
data kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini  berusaha
menggambarkan mengenai situas dan kondisi suatu keadian yang ada di
lapangan sesuai dengan apa adanya. Analisis data yang akan dilakukan dalam
penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyagjian data dan

penarikan kesimpulan.
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Conclusions:drawing
/verifying

Gambar 1 Bagan Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Milles and Huberman dalam Sugiono(2012)

1. Data Coallection (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data yaitu suatu langkah mengumpulkan data dalam

sebuah penelitian. Langkah pengumpulan data dengan cara wawancara
langsung, obeservasi(pengamatan) dan dokumentasi. Dari berbagai data
yang diperoleh selanjtnya dikumpulkan menjadi satu.

2. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung
terus menerus selama proyek-proyek yang berorientasi kualitatif
berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat

ditarik kesimpulan yang selanjutnya diverifikasi.
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3. Data Display (Penyajian Data)
Penygjian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun

untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan
peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu
dari peneliti. Penygjian data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan
menyajikan data-data yang diperoleh dilapangan , kemudian dioalah dan
disgiikan secara sistematis dengan menggunakan table-tabel, gambar dan
bentuk kalimat naratif atau kessmpulan kalimat , sehingga peneliti dapat
melihat secara keseluruhan.
4. Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan dan Verifikas)
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan pengumpulan
data di lapangan secara lengkap selama penelitian berlangsung. Data hasil
penelitian selanjutnya dikumpulkan dan dianalisa yang akhirnya akan
ditarik kesmpulan. Penarikan kesimpulan dan Verifikas data dalam
metodologi penelitian kualitatif ini dilakukan terus menerus sepanjang
proses penelitian berlangsung. Teknik yang digunakan untuk
memverifikasikan yaitu ketekunan, kecukupan refrensial, pengamatan dan

pengecekan ulang.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Tinjauan Lokas Penelitian
1) Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang ada dalam
kawasan Provins Jawa Timur . Kabupaten Banyuwangi berada diujung paling
timur Provins Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi dijuluki dengan sebutan
“Sunrise of Java” karena letaknya diujung paling timur pulau jawa. Banyuwangi
merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur bahkan di pulau jawa. Luas
K abupaten Banyuwangi yaitu sebesar 5.782,50 km?. Wilayahnya cukup beragam
dari dataran rendah hingga dataran tinggi yang meliputi area kawasan hutan
mencapal 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau
11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman
dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. sisanya dipergunakan untuk jalan,
ladang dan lain-lainnya

Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo sebelah
utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Jember serta kabupaten
Bondowoso di sebelah barat dan Selat Bali di sebelah timur. Bagian barat dan
utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar
merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian
barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding
dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar mempunyai

tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai
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sehingga bisa enambah tingkat kesuburan tanah. Dataran rendah yang terbentang
luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang
selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS,
sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga
berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.Administratif Kabupaten
Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan yang dibagi lagi atas sjumlah desa dan
kelurahan yaitu sebanyak 189 desa. (Admin, 2013)
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Gambar 2. Peta Kabupaten Banyuwangi
Sumber: www://banyuwangikab.go.id

Gambar 2. menunjukkan bahwa keberadaan dari Kabupaten Banyuwangi
diapit oleh tiga kabupaten yang ada di Provins Jawa Timur, yaitu Kabupaten
Jember disebelah barat, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo
disebelah utara. Kabupaten Banyuwangi juga berbatasan dengan Samudera

Indonesiadi sebelah selatan dan Selat Bali di sebelah timur.
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2) Gambaran Umum Desa Parijatahwetan
Desa Parijatahwetan merupakan satu dari 189 desa yang ada di Kabupaten
Banyuwangi. Desa Parijatahwetan terletak di Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi. Desa Parijatahwetan berbatasan dengan Kecamatan Rogojampi di
sebelah utara, Desa Wonosobo di sebelah timur, Desa Kepundungan di sebelah
selatan dan Desa Parijatahkulon di sebelah barat. Luas Desa Parijatah Wetan yaitu
sebesar 566,363 Ha/m? yang terdiri:

Tabd 1. Luas Wilayah Desa Parijatahwetan Menurut Penggunaan

No Uraian Satuan
1 | Luas Pemukiman 47.126 Halm®
2 | Luas Persawahan 415.123 Halm®
3 | LuasKuburan 3.8 Haim®
4 | Luas Pekarangan 49.252 Halm?
5 | Perkantoran 1.82 Halm*
6 L uas Prasarana umum lainnya 8.001 Ha/m®
Total Luas 566.363 Ha/m®

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Desa
Parijatahwetan jika dilihat dari data yang ada diatas menunjukkan bahwa sebagian
besar wilayahnya adalah persawahan yaitu seluas 415.123 Ha/m?. Selanjutnya
yaitu wilayah pekarangan 49.252 Ha/m?, pemukiman 47.126 Ha/m? serta sisanya

yaitu wilayah perkantoran dan prasarana umum lainnya.
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Gambar 3. Peta Desa Parijatahwetan
Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Gambar 3. menunjukkan bahwa keberadaan Desa Parijatahwetan diapit
oleh lima desa yang ada di Kecamatan Srono yaitu Desa Parijatahkulon di sebelah
barat, Desa kepundungan dan Desa Sukomaju di sebelah selatan, Desa Sukonatar
dan Desa Wonosobo di sebelah timur. Desa Parijatahwetan juga berbatasan
dengan Kecamatan Rogojampi di sebelah utara. Jumlah penduduk Desa
Parijatahwetan pada akhir tahun 2013 sebesar 8.057 jiwa yang terdiri dari 3.946
laki-laki dan 4.111 perempuan yang tersebar di lima dusun yang ada di Desa
Parijatahwetan dengan rincian sebagai berikut:

Tabe 2. Jumlah Penduduk Desa Parijatahwetan Tahun 2013

No | NamaDusun Jumlah KK | L P Jumlah Jiwa
1 | Sumberjo 586 916 929 1.845
2 Melik 390 730 762 1.492
3 Bongkoran 526 776 790 1.566
4 Parirgjo 619 906 939 1.845
5 Sidorgjo 447 616 634 1.250
6 | Jumlah 2.568 3946 | 4.111 8.057
Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013
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Dari Tabel 2. diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di
Desa Parijatahwetan tersebar secara merata di setiap dusunnya. Jumlah penduduk
Dusun Sumberjo dan Dusun Parirejo berjumlah sama yaitu sebanyak 1.845 jiwa.
Besarnya penduduk ke-lima dusun tersebut bermata pencaharian yang bermacam-

macam. Berikut rincian tentang mata pencaharian penduduk Desa Parijatahwetan

sebagal berikut:
Tabd 3. Mata pencaharian penduduk desa Parijatahwetan
No | Jenis Pekerjaan Laki- Perempuan Jumlah
Laki
1 Petani 1003 817 orang 1.820 orang
orang
2 Buruh Tani 749 635 orang 1.384 orang
orang

3 Pegawal Negeri Sipil 75 orang 65 orang 140 orang

4 Pergjin Industri Rumah | 9 orang 3 orang 12 orang
Tangga

5 Pedagang Keliling 11 orang 45 orang 56 orang

6 Peternak 8 orang - 8 orang

7 TNI 6 orang - 6 orang

8 POLRI 1 orang - 1 orang

9 Pensiunan 15 orang 2 orang 17 orang
PNS/TNI/POLRI

10 | Pengusaha Kecil dan | 36 orang 42 orang 78 orang
Menengah

11 | Dukun Kampung | 5 orang - 5 orang
Terlatih

12 | Jasa Pengobatan | 3 orang - 3 orang
Alternatif

13 | Dosen Swasta 14 orang - 14 orang

14 | Pengusaha Besar 6 orang - 6 orang

15 | Seniman/Artis 11 orang - 11 orang

16 | Sopir 12 orang - 12 orang

17 | Tukang Becak 1 orang - 1 orang

18 | Karyawan  Perusahaan | 21 orang 17 orang 38 orang
Swasta

19 | Tukang Batu 15 orang - 15 orang
Jumlah 3.627 orang

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013
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Data Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa dari 3.627 penduduk yang
bekerja, sebagian besar penduduk Desa Parijatahwetan merupakan bermata
pencaharian sebagai petani baik itu pemilik sawah maupun hanya sekedar menjadi
buruh tani yaitu sebesar 3.204 penduduk dan yang lainnya PNS dan pengusaha
kecil menengah. Dari sekian banyak penduduk yang ada di Desa Parijatahwetan
memiliki kesadaran membayar pajak yang lumayan baik. Hal ini terbukti dari
laporan pertanggungjawaban Desa Parijatahwetan yang menunjukkan tingkat
prosentase pembayaran pajak yang mencapal 100%. Berikut adalah data wajib
pajak dan retribusi Desa Parijatahwetan.

Tabed 4. Pgjak dan Retribusi Desa Parijatahwetan

No Uraian Keterangan

1 | Jumlah wajib pajak 3.780 orang
2 | Target/Baku PBB 96.117.319,-
3 Redlisas PBB 100 %
4 | Jumlah Wajib Retribusi kewenangan desa 50 orang
5 Target Retribusi 450.000,-
6 Realisasi Retribusi 100 %
7 Pungutan Resmi lainnya di desa 3jenis
8 | Target Pungutan Resmi 22.494.900,-
9 Redlisasi Pungutan Resmi 80 %

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Dari Tabel 4. yang tertulis diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran
membayar pajak masyarakat Desa Parijatahwetan sangat tinggi. Makatidak heran
jika Pemerintah Desa Parijatahwetan selau mendapatkan penghargaan dari
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berupa Reward PBB. Karena selalu
mencapai 100% dalam pembayaran pajak PBB. Selain karena pencapaian target
yang sesual juga Desa Parijatahwetan mampu menempati urutan 70 besar

pelunasan pajak PBB tercepat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tidak terlepas
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dari kinerja aparat pemerintah desa yang bekerja keras dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan selau berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat.

Pemerintahan Desa Parijatahwetan sendiri terdiri dari kepala desa sebagai
pemimpin serta perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan
tugas pemerintahan desa. Gambar 4. dibawah ini merupakan struktur Aparat

Desa Parijatahwetan.

KEPALA DESA > BPD
SUHARYONO, SH < SARJONO
PLH SEKRETARIS
DESA
SEKSI
KEAMANAN
HAERONI v
KAUR KAUR EKOBANG
PEMERINTAHAN M. BUKHORI
WAGIRAN
SEKSI PAMONG
TANI
- KAUR KESRA KAUR
ABD. QOTSAM PURWATI KEUANGAN
NUR AINI
KAUR UMUM J
UMI AFIYAH
T T T ! !
KADUS KADUS KADUS KADUS KADUS
SUMBERJO BONGKORAN MELIK PARIREJO SIDOREJO
KASIDI IMAM KURNADI HAERONI ISLAMI
NURHADI EFENDI

Gambar 4. Struktur Organisasi Dan Tata K erja Pemerintah Desa Parijatahwetan
Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013
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No Nama Jabatan Pendidikan

1 SUHARY ONO, SH KEPALA DESA S1

2 - SEKRETARIS DESA -

3 WAGIRAN KAUR PEMERINTAHAN SLTA

4 M. BUKHORI KAUR EKONOMI | SLTA
PEMBANGUNAN

5 PURWATI KAUR KESEJAHTERAAN | SLTA
RAKYAT

6 NUR AINI KAUR KEUANGAN SLTA

7 UMI AFIYAH KAUR UMUM SLTA

8 KASIDI KEPALA DUSUN SUMBERJO | SLTP

9 HAERONI KEPALA DUSUN PARIREJO | SLTA

10 | IMAM NURHADI KEPALA DUSUN | SLTP
BONGKORAN

11 | KURNADI EFENDI | KAPALA DUSUN MELIK SLTA

12 | ISLAMI KEPALA DUSUN SIDOREJO | SLTA

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Tabel 5. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Aparat Desa

Parijatahwetan rata-rata hanya lulusan SMA. Tetapi juga terdapat lulusan sarjana

yaitu Kepala Desa. Tingkat pendidikan yang rendah bukan berarti tidak memiliki

kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa meskipun tingkat pendidikan aparat

desa hanya sebatas lulusan SMA, tetapi terbukti bahwa para aparat memiliki

kemampuan yang bisa dikatakan sangat baik.
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Gambar 5. Kantor Kepala Desa Parijatahwetan
Sumber : Data Penelitian

Pemerintah desa bukan hanya terdiri dari kepala desa dan para perangkat
desa, melainkan juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
berfungs sebaga rekan kerja kepala desa dalam melaksanakan tugas
pemerintahan desa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
Lembaga kemasyarakatan berfungss sebaga pendukung pemerintah desa
Tugasnya adalah membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan
pemerintahan desa. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini sebagai
berikut.

1. Berpartisipasi dalam memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan
pembangunan desa.
2. Menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Peraturan
Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa)
Peran LPMD juga sebagai pelaksana pembangunan yang bersumber dari

dana ADD berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Parijatahwetan tentang
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penetapan penanggung jawab kegiatan pembangunan prasarana fisik desa. Dalam
program pembangunan yang ada di desa, mulai dari yang bersumber pembiayaan
pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten, pemerintah desa hanya berperan
sebagal fasilitator. Dimana pemerintah desa menetapkan program kerja tahunan
pembangunan yang selanjutnya di usulkan kepada daerah. Setelah usulan diterima
dan mendapatkan dana yang telah diusulkan selanjutnya dana tersebut diserahkan
kepada ketua LPMD sebagai pel aksana kegitan pembangunan yang ada di desa.

B. Hasil Penelitian

1. Kinerja Aparat Pemerintah Desa

a. Kedisiplinan Aparat

Aparat pemerintah merupakan salah satu sumberdaya yang paling
berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pemerintahan. Aparat pemerintah
adalah kunci dari suksesnya pembanguan dalam berbagai skala, baik itu skala
kecil, sedang, maupun skala besar. Kinerja dari seorang aparat pemerintah
sangatlah berpengaruh, salah satunya yaitu mengenai tingkat kedisiplinan seorang
aparat pemerintah.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja
pegawai (individu aparat) dan kinerja organisasi. Kinerja yang berkaitan dengan
individu pelaksana dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor intern yang ada dalam
diri seorang individu atau aparat dan faktor ekstern yaitu lingkungan kerja. Faktor
intern dalam diri individu ini salah satunya yaitu mengenai tingkat kedisiplinan

dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
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Mentalitas atau kedisiplinan aparat akan menentukan baik buruknya hasil
yang akan diperoleh oleh suatu organisasi. Seorang aparat pemerintah dituntut
untuk memiliki mentalitas yang baik supaya dalam menjalankan tugasnya bisa
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu organisasi pemerintah. Tidak bisa
dipungkiri bahwa setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang
memiliki kedisiplinan baik dan ada pula yang tidak. Ini lah yang menjadi
tanggung jawab seorang pemimpin yang dalam kaitannya ini seorang kepala desa
untuk dapat menciptakan kedisiplinan seorang pegawainya yang displin.

Kepala desa sebagai seorang pemmipin harus memberikan contoh yang baik
kepada para bawahannya dalam semua ha yang salah satunya yaitu mengenai
kedisiplinan. Bawahan yang dimaksud yaitu perangkat desa mulai dari sekretaris
desa beserta yang lainnya. Perangkat Desa Parijatahwetan harus memilKki
mentalitas yang cukup bagus, dan cerminan dari mentalitas tersebut yaitu
kedisplinan yang tinggi. Kedisiplinan dalam kaitannya ini mulai dari
kehadirannya dikantor, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas dan lain
sebagainya.

Jika dilihat dari segi kehadirannya, Perangkat Desa Parijatahwetan bisa
dikatan baik meskipun terdapat sisi negatifnya juga. Tidak bisa dipungkiri bahwa
kenyataan yang ada dilapangan setiap perangkat desa memiliki sifat dan sikap
yang berbeda-beda. Seperti yang diutarakan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Perangkat desa disini jika dilihat dari segi kedisiplinan ada baik

buruknya, buruknya vyaitu, perangkat desa mulai dari skretaris serta

perangkat desa yang lain itu datangnya selalu tidak tepat pada waktunya
dengan alasan berbagai macam, mulai dari mengurus anak atau yang lain,

tetapi dalam segi lain perangkat desa sangat baik. Hal itu terlihat dari
kinerjanya mengerjakan tugas-tugas pemerintahan yang selalu selesai tepat
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waktu, bahkan bisa terselesaikan sebelum batas ketentuan waktu”
(wawancara padatangga 16 april 2014)

Dari hasil kutipan wawancara diatas terlihat bahwa perangkat desa
Parijatahwetan memang ada baik buruknya. Jika hanya persoalan kehadiran yang
tidak tepat waktu merupakan hal yang sangat lumrah. Hampir di semua instans
selalu ada permasal ahan tentang kehadiran para pegawainya, itu semuatidak bisa
dipungkiri kenyataannya. Tetapi disiss lan Desa Parijatahwetan selalu
mendapatkan Reward dari pemerintah daerah atas hasil kerjanya yang cukup baik.
Hal ini terlihat bahwa ada sisi baiknya, meskipun para perangkat desa bermasalah
dengan kehadiran tetapi mereka tidak lupa dengan tanggung jawabnya
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang selau sesuai dengan target.
Pernyataan dari kepala desa diatas juga dibenarkan oleh skretaris desa parijatah
wetan yang mengatakan bahwa

“Dari segi kehadiran memang para perangkat desa selalu tidak tepat

waktu, tetapi dari segi lain perangkat desa selalu disiplin waktu dalam

mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik
dan sesuai harapan. Sesuai harapan yang dimaksud disini yaitu hasil kerja
yang bagus dan selalu tepat waktu dalam penyelesaiannya™ (wawancara

padatanggal 17 april 2014)

Dengan mendengar pernyataan dari kepala desa dan sekertaris desa
mengenai kedisiplinan perangkat desa tidaklah cukup tanpa melihat kondisi
sebenarnya yang ada dilapangan. Pada hari ke tiga penelitian, sengaja peneliti
datang lebih awal dari biasanya yaitu pukul 07.00 WIB diamana menurut
informasi dari kepala desa bahwa itu merupakan jam buka kantor desa untuk
melayani masyarakat. Tetapi kenyataan yang ada dilapangan memang benar

adanya seperti yang diungkapkan oleh kepala desa. Banyak para perangkat desa
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yang belum hadir diruangan, secara otomatis pelayanan untuk masyarakat pun
belum siap, barulah setelah jam menunjukkan pukul 08.00 WIB perangkat Desa
Parijatahwetan baru lengkap seluruhnya. Melihat kondisi diatas dimana yang
seharusnya pukul 07.00 WIB semua aparat desa mulai kepala desa serta
perangkatnya harus sudah hadir dikantor untuk melayani masyarakat tetapi hanya
kepala desa yang sgja yang sudah hadir. Hal ini secara otomatis akan berpengaruh
terhadap pelayanan kepada masyarakat.

b. Kemampuan Kerja Aparat

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang ada di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah wilayah terkecil dari program
pembangunan. Pembangunan nasional pada dasarnya adalah berawal dari
pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaaan merupakan bagian integral dari
pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilakukan secara serasi dan
terpadu, serta berdaya guna dan berhasil guna disetiap dan diseluruh kawasan
pedesaan. Dengan demikian desa merupakan unsure yang paling berpengaruh
terhadap proses pembangunan dalam segala bidang. Hal tersebut dikarenakan desa
langsung berhadapan dengan masyarakat dari segala lapisan.

Desa dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang dalam kaitannya ini
dalam hal pembangunan membutuhkan aparat yang yang mempunyai kemampuan
baik dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemampuan
seorang aparat dalam menjalankan tugas menjadi sutu acuan terhadap tingkat

keberhasilan pencapaian hasil suatu organisasi pemerintahan. Sesuai dengan tugas
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dan tanggung jawabnya yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada
masyarakat, aparat desa dituntut memiliki kemampuan dan ketel atenan yang baik.

Pemerintah desa dihadapkan langsung dengan berbagai kepentingan
masyarakat. Keberagaman kepentingan yang ada dalam lingkungan desa menjadi
tanggung jawab pemerintah desa dalam pemenuhannya. Masyarakat selalu
menginginkan pelayanan yang berkualitas dan berdaya guna terhadap kehidupan
masyarakat desa. Hal ini yang menjadi acuan seorang kepala desa untuk
mengangkat beberapa perangkat desa yang memiliki kemampuan dalam berbagai
bidang sebagai pembantu kepala desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
dalam melayani masyarakat.

Setiap individu pasti memiliki suatu kemampuan dan kemampuan setiap
individu beraneka ragam. Tetapi tidak semua individu memiliki kempuan yang
baik untuk menjalankan tugas pemerintahan. Oleh sebab itu peran kepala desa
dalam memilih seorang perangkat desa sebagai pembantu dalam menjalankan
tugasnya harus secara jeli. Harus orang-orang yang memiliki kemampuan yang
sesual dengan tugas yang bakal diembanya.

Kemampuan aparat yang sangat baik akan memberikan pengaruh terhadap
hasil yang akan diperoleh nantinya. Kemampuan aparat pemerintah Desa
Parijatahwetan bisa dikatakan sangat baik. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala
Parijatahwetan sebagai berikut:

“Kemampuan yang dimiliki perangkat Desa Parijatahwetan bisa dikatakan

sangat baik, hal itu terbukti dari hasil yang diperoleh atas kinerjanya

selama ini. Bahkan banyak dari perangkat desa tetangga yang datang ke
kantor Desa Parijatahwetan untuk meminta bantuan untuk memberi

pengajaran tentang bagaimana membuat penulisan laporan pertanggung
jawaban kegiatan pembangunan, yang itu merupakan hal wajib dalam
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setiap pembangunan di desa yang dananya bersumber dari pemerintah
pusat maupun daerah” (wawancaratanggal 17 april 2014)

Kutipan wawancara diatas senada dengan yang diungkapkan oleh sekertaris
Desa Parijatahwetan yang mengungkapkan bahwa “Banyak perangkat desa
tetangga yang datang ke kantor Desa Parijatahwetan untuk sekedar melihat-lihat
laporan pertanggung jawaban pembangunan Desa Parijatahwetan dan meminta
bantuan untuk membuat laporan desanya”

Kinerja aparat pemerintah Desa Parijatahwetan tidak dapat diragukan lagi.
Dengan hasil yang telah dicapai dalam berbagal bidang yang salah satunya adalah
dalam bidang pembangunan. Dengan kemampuan yang dimiliki aparat pemerintah
desa selau berupaya bagaimana caranya sdladu mendapatkan Reward atau
penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Semua desa yang
ada di Kabupaten Banyuwangi berlomba-lomba untuk dapat memperoleh Reward
yang berupa kucuran dana pembangunan yang disebut dengan Reward PBB.
Seperti yang diungkapkan oleh kepala desa Parijatahwetan bahwa:

“Semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi berlomba-lomba

menyelesaikan laporan pajak PBB nya untuk mendapatkan dana Reward.

Karena dari 189 desa yang ada hanya 70-80 desa tercepat pelunasan PBB

desanya yang akan mendapatkan kucuran dana Reward PBB. Desa

Parijatahwetan sendiri selalu mendapatkan penghargaan dan Reward PBB,

semua itu tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah Desa

Parijatahwetan yang sangat baik dalam menjalankan tugas” (wawancara

tanggal 17 april 2014)

Kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat kemampuan kerja
aparat Desa Parijatahwetan sangat baik. Hal itu terlihat dari 189 desa yang ada di
Kabupaten Banyuwangi, Desa Parijatahwetan selalu mendapatkan dana Reward

setiap tahunnya. Hasil yang diperoleh tersebut berdampak terhadap perkembangan
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desa, dimana selalu dilaksanakan pembangunan fisik di setiap tahunnya di Desa
Parijatahwetan.

c. Motivasi Aparat

Kinerja seorang aparatur pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
selain faktor kemampuan dan kedisiplinan yang sudah dijelaskan diatas ada lagi
satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja seorang aparat yaitu faktor
motivasi. Motivasi dapat dikatakan sebagal suatu bentuk dorongan atau keinginan
seseorang untuk melakukan sesuatu karena kebutuhan atau mencapai suatu hal
yang ingin diharapkan. Motivasi merupakan suatu hasrat yang ada dalam diri
seseorang yang menyebabkan dirinya untuk melakukan suatu hal atau tindakan.

Berbicara mengenai motivasi, sebenarnya motivas terbagi menjadi dua
faktor yaitu faktor internal yang berasa dari dalam diri seseorang dan faktor
eksternal yaitu berasal dari lingkungan maupun atasan. Hal ini menggambarkan
bahwa motivasi itu tidak hanya semata-mata berasal dari dalam diri seorang aparat
sgja, melainkan bisa berasal dari atasan maupun rekan kerja di lingkungan
organisasi tempat dia bekerja.

Motivas perlu dimiliki oleh setiap aparat pemerintah karena berfungsi
sebagai dorongan seorang aparat tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas
kepemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kebutuhan yang dimiliki
seorang pegawa atau aparat menjadi suatu motivasi atau dorongan agar mau
bekerja dan berusaha agar dapat memenuhi sehgala kebutuhannya. sehingga
keinginan pegawai atau aparatur dan tujuan organisas dapat tercapai. Kebutuhan

setigp individu pegawa beraneka ragam, mulai dari kebutuhan ekonomis yang
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berupa uang dan kebutuhan non ekonomis yang berupa suatu reward atau
penghargaan. Dari kebutuhan yang beraneka ragam itulah yang menjadi suatu
pemicu dan dorongan seorang pegawal atau aparat pemerintah melakukan
pekerjaan secaralebih giat.

Berbicara mengenai motivasi aparat, Desa Parijatahwetan memiliki aparat
yang dapat dikatakan bermotivasi tinggi. Mulai dari kepala desa hingga para
perangkat desa yang menjadi pembantu pekerjaan pemerintahan desa. Perangkat
desa Parijatahwetan hampir kesemuanya memiliki motivasi yang tinggi dalam
penyel esaian tugas-tugas pemerintahan desa. hal ini diungkapkan oleh kepala desa
Parijatahwetan sebagai berikut:

“Para pegawai pemerintahan desa disini mulai dari sekretaris, kepala

urusan hingga kepala wilayah yang ada di desa memiliki motivasi yang bisa

dikatakan sangat tinngi, hal ini terbukti dengan hasil kerja yang diperoleh
selama ini yaitu semua pekerjaan selalu dapat diselesaikan secara tepat
waktu bahkan bisa selesai sebelum waktu yang telah ditentukan”

(wawancaratanggal 17 april 2014)

Kutipan diatas menunjukkan bahwa hasil yang dicapa oleh Desa
Parijatahwetan terbilang sangat baik. Semua itu tidak terlepas dari peran kinerja
kepala desa beserta para perangkat desanya. Seorang aparat pemerintah khusunya
perangkat desa memang harus dituntut memiliki sebuah motivasi yang tinggi agar
memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Motivas yang dimiliki oleh para
aparat pemerintah Desa Parijatahwetan tersebut menurut kepala desa dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Faktor internal dalam diri aparat sendiri dan faktor eksternal
seperti lingkungan dan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepadanya.

“Selain dalam diri aparat yang memiliki motivasi yang tinggi, saya juga

memberikan sebuah dorongan berupa pengarahan tentang bagaimana
memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Selain itu perangkat
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desa diberikan fasilitas berupa lahan sawah milik desa yang disebut dengan
lahan ““bengkok™ dan berhak dikelola oleh setiap aparat desa yang
dimaksudkan agar para aparat pemerintah desa menjadi lebih bermotivasi
untuk melakukan pekerjaan dan hasilnya terbukti bahwa dengan strategi
yang seperti itu Desa Parijatahwetan memperoleh hasil yang sangat
memuaskan. Mulai dari pelayanan kepada masyarakat hingga mendapatkan
sebuah reward dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi”

(wawancaratanggal 17 april 2014)

Kutipan wawancara diatas terlihat bahwa faktor eksternal juga sangat
berpengaruh, seorang kepala desa sebagal seorang pemimpin wajib memberikan
dorongan berupa pengarahan kepada para perangkat desa agar nantinya bisa
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Selain itu juga strategi
pemerintah desa yang memberikan fasilitas yang berupa lahan “bengkok” kepada
para aparat juga menjadi sebuah motivas tersendiri. Karena dengan apa yang
sudah diberikan kepada para perangkat desa diharapkan akan meberikan feedback
berupa kinerja yang baik dan tentu pastinya jika seorang aparat memiliki sifat
yang bagus akan berfikir bahwa dengan apa yang sudah didapatkannya akan
semakin bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan
mel akukan pekerjaan secaralebih giat.

2. Proses pelaksanaan program

a. Mekanisme pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan merupakan prosedur dalam pelaksanaan suatu
program. Mekanisme memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu
proses pembangunan. Kegiatan yang akan dijalankan kedepan harus berdasarkan
mekanisme pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaan.

Dengan adanya suatu mekanisme akan mempermudah proses pelaksanaan

pembangunan. Mekanisme menjadi suatu acuan atau bisa disebut dengan suatu
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sistem. Karena semua kegiatan yang akan dilakukan kedepannya harus berjalan
sesuai dengan mekanisme yang ada. Oleh sebab itu sebuah mekanisme
pelaksanaan harus disusun dengan secara jelas, perlu perencanaan yang matang
dengan melihat situas dan kondisi sekitar di lapangan. Agar nantinya bisa
meminimalisir resiko dan menghasilkan suatu pembangunan yang berkualitas dan
berdaya guna bagi semua masyarakat.

Setiap pelaksanaan suatu program pasti terdapat suatu mekanisme
pelaksanaan. Karena mekanisme pelaksanaan merupakan suatu acuan terhadap
berjalannya suatu program. Adanya suatu mekanisme cukup membantu dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Begitu pentingnya suatu
mekanisme atau prosedur dalam pelaksanaan suatu program maka Pemerintah
Desa Parijatahwetan menetapkan mekanisme atau tata cara yang jelas dalam
pelaksanaan program pembangunan dan diharapkan dengan adanya suatu
mekanisme pelaksanaan yang jelas akan mempermudah proses pel aksanaan suatu
pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Parijatahwetan yang
mengatakan bahwa:

“Semua program kegiatan yang ada di desa harus berdasarkan mekanisme

pelaksanaan yang telah dibuat. Mekanisme tersebut menjadi dasar/acuan

dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tim pelaksana kegiatan membuat
suatu mekanisme kerja yang akan dijalankan kedepan berdasarkan rencana
pembangunan yang telah dibuat dan disetujui dalam musyawarah desa.”

(wawancaratanggal 17 april 2014)

Kinerja seorang kepala desa dan perangkat desa Parijatahwetan dalam suatu
pembangunan hanya sebatas proses perencanaan hingga proses pencairan dana.

Selanjutnya untuk proses pelaksanaan suatu program pembangunan dilaksanakan

oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebaga lembaga yang
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ada di desa yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk melaksanakan proses
pembangunan yang ada di desa. semua ha diatas dijelaskan oleh Kepala Desa
Parijatahwetan dalam wawancara yang mengatakan bahwa:
“Pemerintah Desa memiliki beberapa program kegiatan, salah satunya
yaitu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. untuk
program pembangunan, Pemerintah Desa bekerja hanya sebatas
perencanaan hingga pencairan dana. Untuk proses pelaksanaan diserahkan
kepada LPMD sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Meskipun
pelaksana kegiatan diserahkan kepada LPMD, tetapi penanggung jawab
kegiatan tetap dipegang oleh Kepala desa.”(wawancara tanggal 17 april

2014)

Mekanisme pelaksanaan suatu program pembangunan diawali dengan
mensosidisaskan  program-program  pemberdayaan  masyarakat  yang
direncanakan oleh desa melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran
ADD untuk tahun anggaran berjalan. Dalam forum tersebut juga dilakukan
musyawarah dusun (Musdus) tentang rencana pembangunan yang akan
dilaksanakan. Dalam musyawarah tersebut akan dikumpulkan beberapa usulan
dari masyarakat mengenai apa sga yang perlu dibanguan. Setelah usulan
terkumpul baru kemudian semua usulan dari Musdus tersebut dibawa ke desa
untuk dilakukan musyawarah tingkat desa yaitu Musrembangdes. dari beberapa
usulan yang masuk kemudian diprioritaskan apa sgja yang sekiranya sangat
dibutuhkan oleh masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrembangdes, Kepala Desa menyusun
Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPIMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPIMDes juga

memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan yang menjadi

dasar bagi Kepala Desa dadam menyusun rancangan peraturan desa tentang
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anggaran pendapatan dan belanja desa. Setelah mendapatkan hasil tentang apa
sgja yang sekiranya perlu dibangun di Desa Parijatahwetan lalu pemerintah desa
membuat proposal rencana kegiatan pembangunan yang nantinya akan dijadikan
bahan dalam musyawarah antar desa di kantor kecamatan.

Setiap desa memaparkan kebutuhan yang ingin dibangun di desanya. Dari
sekian banyak usulan dari setigp desa lalu diprioritaskan kembali oleh pihak
kecamatan. apa sgja sekiranya yang paling diperlukan oleh masyarakat di
Kecamatan Srono. Setelah usulan dari desa yang terpilih disetujui kemudian pihak
desa membentuk suatu tim pengelola kegiatan (TPK) dan rencana pelaksanaan
program pembangunan yang nantinya diajukan kepada Unit Pengelola Kecamatan
(UPK) Srono. Pihak pengelola akan memberikan persetujuan atas gjuan dari desa
yang terpilih dan selanjutnya pihak desatinggal menunggu waktu pencairan dana
berlangsung.

Setelah dana cair langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan pembangunan.
Dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada rencana awa yang sudah
ditetapkan oleh tim pengelola kegiatan. Mulai dari mobilisasi tenaga kerja dan

barang serta ketentuan waktu peleksanaan pembangunan.

Permohonan pencairan Bendahara desa Kepala desa
dana oleh LPMD kepada Kepala mencairkan menerbitkan surat
desa dana perintah kerja (SPK)
kepada LPMD untuk setiap

v
. belak LPMD melaporkan
Persiapan > elaksanaan — kemajuan realisasi
pembangunan - R
| fisik/volume pekerjaan
setelah mencapai 100%
Mobilisasi tenaga kerja, disertai data fisik mulai
Bahan dan alat dari 0%. 50% dan 100%

Gambar 6. Mekanisme pelaksanaan pembangunan dari ADD
Sumber: Data Penelitian
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Gambar 6. Tentang Mekanisme pelaksanaan diatas menjadi acuan dalam
proses pelaksanaan pembangunan. Dimulai dengan pencairan dana oleh Kepala
desa melalui bendahara desa kepada ketua LPMD sebagai pelaksana kegiatan
pembangunan dengan melampirkan surat perintah kerja (SPK), kemudian
dilakukan persiapan pelaksanaan yang meliputi mobilisasi tenaga kerja, bahan dan
adat. Setelah persigpan sudah selesa kemudian dilakukan pelaksanaan
pembangunan berdasarkan rencana pembangunan yang telah dibuat. Setelah
pembangunan dilaksanakan LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik pekerjaan
seperti yang ada dalam Gambar 7. Dibawah ini yang merupakan bagian dari
mekanisme pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan yang

bersumber danadari ADD.

100%

Gambar 7. Bentuk pelaporan realisasi fisik pembangunan
Sumber: Dokumentasi pembangunan Desa Parijatahwetan

Mekanisme pelaksanaan diatas berbeda dengan mekanisme pelaksanaan
pembangunan yang bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan. Untuk
pelaksanaannya sendiri terbagi menjadi dua tahapan seperti yang tertera dalam

Gambar 6. sesua dengan pencairan dana yang berlangsung. Tahapan dalam
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pencairan dana tersebut dimaksudkan agar supaya mempermudah penelusuran

dana yang sudah alokasikan tersebut. Mekanisme pel aksanaanya sebagai berikut:

Pencairan Persiapan Pelaksanaan MPJ 1 Pelaksanaan MPJ 2
Dana awal ™ pelaksanaan ’ Tahapn 1 Bd Tahap 2 N
40% |
Pengadaan barang Pencairan Pencairan
dan jasa dana dana
Penyerahan hasil
pembangunan oleh TPK kepada Pelaksanaan *——

Kepala desa Tahap akhir

Gambar 8. Mekanisme pel aksanaan pembangunan PNPM Mandiri Pedesaan
Sumber: Data Penelitian

Gambar 8. Menggabarkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang
bersumber dari PNPM. Dimulai dengan pelaksana kegiatan mencairkan dana
sebesar 40% untuk melaksanakan pembangunan tahap awal. Setelah dana cair
pel aksana kegiatan mulai memobilisasi tenaga kerja, bahan dan aat lalu kemudian
dimulai proses pembangunan awal. Setelah pembangunan tahap awal selesa
kemudian pihak pelaksana melakukan musyawarah dan membuat |aporan
pertanggungjawaban dari pembangunan yang dilaksanakan pada tahap awal
diserati dengan dokumentasi hasil yang digunakan sebagai bahan untuk
mencairkan dana yang kedua yaitu sebesar 40%. Langkah selanjutnya sama
dengan yang pertama yaitu setelah pelaksanaan pembangunan tahap kedua selesai
dilakukan musyawarah dan laporan pertanggungjawaban untuk dijadikan bahan
untuk mencairkan dana yang ketiga yaitu sebesar 20% yang digunakan sebagal
pelaksanaan pembangunan tahap akhir. Setelah pembangunan selesai dan
memperoleh hasil yang sesuai dengan rencana kemudian pihak pelaksana yaitu

TPK menyerahkan hasil pembangunan kepada K epala Desa.
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b. Sumber dana

Secara umum, berdasarkan peraturan perundang undangan, sebenarnya desa
dapat membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri secara bottom up.
Dimana desa terdiri dari kepaa desa dan perangkatnya serta Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagal Legidatif Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan. Di sisi lain, sumber pembiayaan bagi pembangunan desa yang
dapat diambil berdasar perundang undangan yaitu dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/K ota, dari penghasilan desa yang sah (BUMdes),
serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Pembiayaan pembangunan di Desa Parijatahwetan yang bersumber dari
pemerintah pusat berwujud dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM), untuk dana yang bersumber dari daerah yaitu dalam bentuk Alokasi
Dana Desa (ADD), Reward PBB dan swadaya murni masyarakat. Perlu diketahui
bahwa dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten yang berupa Reward PBB
hanya diberikan kepada desa-desa tertentu yang tercepat dalam pelunasan pajak
PBB desanya. Tidak semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi
mendapatkan Reward. Besaran dana reward juga ditentukan oleh rangking
pelunasan pajak desa serta besaran pajak PBB yang ada di desa tersebut.

Penggjuan pembiayaan yang dilakukan oleh desa kepada pemerintah,
terdapat klasifikasi program pembangunan desa, misalnya untuk pembangunan
infrastruktur fisik, pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, desa dimungkinkan untuk

mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, misalnya
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untuk membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, pasar desa,
listrik, air, dan sebagainya.

Pembangunan yang ada di desa menjadi tanggung jawab bersama, tidak
hanya mengandalkan dari pemerintah pusat, daerah, maupun kabupaten. Desa
jugamemiliki pendapatan yang bisa dialokasikan untuk pembangunan. Disamping
itu peran serta masyarakat juga sangat membantu, melalui dana swadaya murni
masyarakat yang berupa uang dan partisipasi masyarakat untuk saling bergotong
royong membangun desanya. Untuk perihal pembiayaan pembangunan desa
Parijatahwetan bisa bisa di danai dengan dana desa dan swadaya masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh kepala urusan pembangunan Desa Parijatahwetan

“Untuk pembangunan fisik di desa ini bisa di danai oleh desa sendiri

dengan memakai dana pendapatan desa, itu jika besaran dana

pembangunan dibawah 50 juta, tetapi jika besaran dana yang dibutuhkan
dalam rencana pembangunan mencapai lebih dari 50 juta pemerintah desa
mengajukan pembiayaan kepada pemerintah kabupaten” (wawancara

tanggal 18 april 2014)

Dari penuturan kepala urusan pembangunan di atas menunjukkan bahwa
desa sebenarnya bisa membangun desa nya sendiri dengan dana pendapatan desa
tanpa perlu mengajukan pembiayaan kepada pemerintah daerah atau kabupaten.
Apabila rencana pembangunan mencapal lebih dari 50 juta maka desa perlu
mengajukan pembiayaan kepada pemerintah daerah atau kabupaten. Hal ini juga
dibenarkan oleh kepala desa Parijatah wetan yang mengatakan bahwa:

“Desa Parjatahwetan memiliki pendapatan desa yang bisa dikelola untuk

dialokasikan untuk pembangunan desa sendiri. Ditambah dengan tingkat

kepedulian masyarakat dalam hal pembangunan yang turut serta membantu
dalam hal pembiayaan yang berupa swadaya murni masyarakat serta
dalam hal ikut serta membantu proses pelaksanaan pembangunan dengan

cara bergotong royong membangun suatu prasarana fisik yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Itu semua bukan terjadi begitu saja, peran pemerintah
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desa ikut andil dalam mengkoordinir masyarakat untuk saling bahu

membahu membangun desanya demi kepentingan bersama’ (wawancara

tanggal 17 april 2014)

Dari data diatas menunjukkan bahwa peran serta msyarakat juga sangat
berpengaruh terhadap proses pelaksanaan suatu pembangunan yang ada di desa,
mulal dari segi bantuan pembiayaan serta partisipasinya dalam proses pel aksanaan
pembangunan. Semua itu tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah desa yang
seldu memberikan pelayanan yang bak serta seldu  mengkoordinir
masyarakatnya untuk saling bergotong royong membangun desanya demi
kebaikan bersama. Kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa dengan
masyarakat yang balk akan berdampak terhadap kelancaran program
pemerintahan yang dalam hal ini yaitu pembangunan. Dengan pembangunan yang
terlaksana akan bermanfaat bagi masyarakat yaitu semakin lancarnya kegiatan
perekonomian karena sudah ada fasilitas penunjang berupainfrastruktur fisik akan
berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat desa.

c. Pencairan dana

Sebelum masuk dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, langkah
sebelumnya yaitu pencairan dana yang nantinya digunakan sebagai pembiayaan
dalam pelaksanaan pembangunan. Dari berbagai sumber dana yang diterima oleh
pemerintah desa dalam program pembangunan, tidak semuanya sama dalam
tahapan pencairan dananya. Mulai dari yang bersumber dari pusat yang berupa
PNPM, maupun dana yang bersumber dari daerah atau kabupaten yang berupa

danaADD dan Reward PBB.
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PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN)
dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan.
Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk
membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi
kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti
kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke desa harus sesuai
dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Pihak
pelaksana, dalam hal ini staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan
mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, mangemen data,
pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang atau dana secara umum, serta
peningkatan kapasitas lainnya terkait dengan pengelolaan pembangunan wilayah

perdesaan. Berikut ini merupakan mekanisme pencairan dana BLM dari KPPN ke

UPK
M ekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK
Pengajuan spm: Bl | | et KC Bl
Tahapan Penyaluran | KPPN >
Sesuai kriteria Perintah pembebanar
Kecamatan | kredit
rekening
SP2DLb3 ¥
KABUPATEN KPA, penerbitan N BO
SPM > ,
Perintah pembayaran kredit
rekening
| :
KECAMATAN perjanjian pendanaan
PPK/PJOK | > UPK
A
Pengajuan pencairan dana |
|
[ ¥
DESA 1
KELOMPOK MASYARAKAT

Gambar 9. Mekanisme pencairan dana PNPM
Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan
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Dari Gambar 9. Diatas menunjukkan bahwa dalam alur mekanisme
pencairan, dana yang cair tidak 100% langsung cair semua, melainkan secara
bertahap. Seperti yang dikemukakan oleh ketua LPMD yang sekaligus menjadi
ketua tim pengelola kegiatan PNPM Desa Parijatahwetan sebagai berikut:

“Pencairan dana PNPM ini dilakukan secara bertahap, awalnya dana akan
turun sebesar 40% sebagai dana awal sebuah pembangunan. Dengan dana
sekian TPK langsung melaksanakan kegiatan pembangunan. Setelah
dilakasanakan dengan melihat kondisi dilapangan, sgauhmana
pembangunan yang sudah berlangsung, lalu dilakukan musayawarah
pertanggungjawaban pertama (MPJ 1) yang berupa laporan kegiatan untuk
dijadikan bahan dalam pencairan dana yang kedua yaitu sebesar 40%.
Langkah selanjutnya jg hampir sama, yaitu setelah kegiatan dilaksanakan
kemudian TPK melakukan musywarah pertanggungjawaban yang kedua
(MPJ 2) sebagai bahan dalam pencairan dana yang ketiga sekaligus yang
terakhir yaitu sebsar 20%. Selanjutnya jika pembangunan sudah selesai
100% , maka tim pengelola kegiatan (TPK) melakukan serah terima hasil
pembangunan kepada pemerintah desa.”” (wawancaratanggal 20 april 2014)

Kutipan diatas menunjukkan bahwa pencairan suatu dana harus melalui
beberapa tahapan, tidak serta merta langsung cair semua. Pencairan dana harus
disertai dengan laporan pertanggungjawaban dari tim pengelola kegiatan (TPK).
Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan ke Kecamatan dilakukan melalui Unit
Pengelola Kegiatan (UPK). Berikut ini merupakan alur pencairan dana PNPM dari

Rekening Kolektif ke desa.

Pengajuan Dana cair MPJ1

pencairan dana tahap awal Pelaksanaan
ke UPK sebesar 40% . .

A 4

Digunakan sebagai

Pencairan
dana tahap
kedua sebesar

MPJ 2

7y

Pelaksanaan

Digunakan sebaghi

Pencairan
dana tahap akhir
sebesar 20%

Pelaksanaan
tahap akhir

Gambar 10. Alur pencairan dana PNPM
Sumber : Data Penélitian
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Alur pencairan dana PNPM pada Gambar 10. diatas diawali dengan
pengajuan pencairan dana ke UPK. Selanjutnya setelah dana tahap awal cair yaitu
sebesar 40% kemudian dilakukan pelaksanaan pembangunan tahap awal. Progres
pelaksanaan tahap awal di musyawarahkan dan kemudian dibuat MPJ 1
(musyawarah pertanggungjawaban) yang digunakan sebagai Syarat pencairan dana
yang kedua yaitu sebesar 40%. Tahap selanjutnya sama dengan yang pertama
yaitu setelah dana cair dilkukan pelaksanaan pembangunan tahap kedua dan
hasilnya dibuat MPJ 2 untuk pecairan dana yang ketiga sebesar 20%. Pencairan
ini lain halnya dengan pencairan dana ADD maupun Reward yang berasal dari
daerah atau kabupaten. Terdapat perbedaan antara alur pencairan dana PNPM dan
dana ADD atau Reward. Untuk pencairan dana ADD dan Reward aurnya sama,
yaitu setelah proposal program kegiatan pembangunan disetujui kemudian
pemerintah desa membuat suatu laporan permohonan pencairan dana ADD
maupun Reward kepada pemerintah kabupaten dengan besaran dana yang telah
disetujui. Pemerintah desa tinggal menunggu waktu pencairan dana tersebut yang
akan dicairkan melalui rekening bendahara desa, pencairan dana nya pun langsung
100%. Seperti yang dikemukanan oleh kepala urusan pembangunan Desa
Parijatahwetan yaitu:

“Untuk tahapan pencairan dana pembangunan yang bersumber dari ADD

maupun Reward, pemerintah desa membuat suatu laporan permohonan

pencairan dana kepada pemerintah kabupaten dengan besaran dana yang
telah disetujui dalam proposal kegiatan. Dana yang nantinya cair dari
pemerintah kabupaten akan diserahkan kepada ketua LPMD oleh kepala
desa sebagai pelaksana pembangunan yang bersumber dari dana ADD dan
Reward PBB untuk digunakan sebagai bahan melaksanakan program

pembangunan. Acara penyerahan dana tersebut juga disertai dengan surat
pengajuan pencairan dana pembangunan oleh ketua LPMD kepada Kepala
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Desa Parijatahwetan. Setelah acara penyerahan selesai, langkah

selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembangunan.”( wawancara tanggal

18 april 2014)

Dari berbagai sumber dana yang ada diatas menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan antara alur pencairan dana PNPM dan dana ADD atau Reward. Tetapi
sebenarnya tujuannya sama yaitu untuk pembangunan. Prosedur pencairan dana
yang sedemikian rupa dimaksudkan agar nantinya mempermudah penelusuran.
Selain itu juga meminimalisir resiko penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab.

d. Mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat

Salah satu faktor penentu dalam sebuah pembangunan yaitu mengenal
tenaga kerja, bahan, dan aat yang digunakan dalam proses pelaksanaan
pembangunan. Ke tiga hal diatas merupakan suatu instrumen yang sangat
berpengaruh dalam proses pelaksanaan pembangunan dan keberadaanya pun tidak
secara otomatis langsung ada, melainkan membutuhkan suatu proses. Pemerintah
Desa Parijatahwetan telah membentuk suatu tim pengelola kegiatan (TPK) serta
LPMD yang nantinya berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembangunan
yang ada di desa. mobilisasi tenaga kerja, bahan dan aat yang diperlukan dalam
proses pel aksanaan pembangunan menjadi tangung jawab TPK dan LPMD dalam
pemenuhannya.

Pemerintah desa dalam mobilisasi tenaga kerja memprioritaskan masyarakat
sekitar yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat desa
serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Parijatahwetan. Seperti

yang diungkapkan oleh kepala desa yangmengatakan bahwa:
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“Untuk perihal tenaga kerja, pemerintah desa memprioritaskan masyarakat
desa sekitar yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam
pembangunan, serta memberdayakan masyarakat yang lain agar
mempunyai pengetahuan dalam hal pembangunan. Selain karena bertujuan
untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan mengurangi tingkat
pengangguran penduduk, langkah tersebut dimaksudkan agar masyarakat
desa mengerti tentang program-program pemerintah desa, serta sebagai
pengawas terhadap berjalannya pembangunan dan pemerintahan Desa

Parijatahwetan.”( wawancara tanggal 18 april 2014)

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Parijatahwetan yang
memprioritaskan masyarakat desa sebagal tenaga kerja dalam pelaksanaan
pembangunan sangat baik. Karena itu merupakan tujuan dari pembangunan
pedesaan dengan memberdayakan masyarakat sekitar agar lebih terlatih dan
berkemampuan lebih dalam hal pembangunan. Selain tenaga kerja factor yang
berpengaruh dalam pembangunan yaitu faktor bahan dan aat yang digunakan
dalam proses pel aksanaan pembangunan. Untuk bahan dan alat pembangunan, apa
itu bahan alam maupun bahan pabrikan seperti semen, besi, dana lain sebagainya
pemerintah desa melakukan lelang. Hal ini diungkapkan oleh ketua LPMD selaku
pel aksana kegiatan pembangunan yang mengatakan bahwa:

“Dalam pemenuhan bahan dan alat pembangunan jika melebihi dari 15

juta, maka kami akan melakukan lelang. Kami mengundang beberapa

pemilik toko material yang ada di desa ini untuk mengikuti lelang. Sapa
yang bersedia memberikan harga yang termurah dan berkualitas maka itu
yang kami tunjuk sebagai penyedia bahan dan alat pembangunan yang
dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan.” (wawancara tanggal

20 april 2014)

Bahan dan alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan
memang harus memiliki mutu yang bagus, karena hal itu kan berpengaruh

terhadap kualitas bangunan yang dibuat. Keputusan pemerintah desa untuk

melakukan lelang tersebut bisa dikatakan cukup baik, selain bisa mendapatkan
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harga yang relatif lebih murah juga dapat mempermudah dalam proses mobilisasi
barang dan alat yang digunakan dalam proses pel aksanaan pembangunan.
3 Readlisasi

a. Wujud pembangunan fisik

Kemakmuran dan perkembangan desa identik dengan wujud pembangunan
fiskk desa. Tolok ukur yang dapat dilihat langsung dengan indera mata ini
menjadikan aparatur desa berupaya untuk memperbaki dan membangun kondisi
fisk desa. Upaya pengembangan desa tentu sga memerlukan berbagai
penambahan fasilitas umum yang diharapkan dapat meningkatkan kondis
kesgjahteraan dan potensi desa. Banyaknya fasilitas yang dibutuhkan masyarakat
merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah desa untuk mewujudkannya. Tentu
sgja semua kebutuhan itu tak dapat langsung dengan serta merta terwujud, karena
harus disesuaikan dengan program kerja tahunan dan APBDesa.

Pemerataan pembangunan dirasa lebih penting agar kemajuan daerah bisa
serentak dan bersama-sama menikmati kenyamanan pembangunan, oleh karena
itu kebutuhan yang paling mendesak lebih di utamakan. Skala prioritas, adalah
sebuah kata kunci untuk membuat daftar kebutuhan dalam membangun kondisi
fisk desa. Langkah untuk menentukan kebutuhan manakah yang harus
didahulukan yaitu dengan cara melakukan analisis kondisi lingkungan (AKL)
terhadap potensi dan prospek kesejahteraan masyarakat Desa Parijatahwetan.

Kebutuhan di suatu desa yang dalam hal ini yaitu pembangunan sangat
beragam. Banyak masayarakat yang mengusulkan untuk membangun fasilitas-

fasilitas umum. Tetapi tidak semudah itu semua bisa terlaksana, perlu adanya
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proses. Perlu ada prioritas pembangunan sesuai dengan program kerja

tahunan dan APBDesa yang dirasa paling dibutuhkan oleh masyarakat di waktu

itu. Seperti yang diungkapkan oleh kepala urusan pembangunan Desa

Parijatahwetan.

“Setiap tahunnya Desa Parijatahwetan melakukan suatu musyawarah desa,
yaitu musyawarah rencana pembangunan desa (MUSREMBANGDEYS) yang
dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya dan beberapa tokoh
masyarakat sebagai wakil dari masyarakat. Disitu kepala desa memaparkan
program kerja tahunan Desa Parijatahwetan dalam hal pembangunan
disegala bidang, setelah pemaparan tentang program kerja tahunan desa
selesai barulah para tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan wakil dari
sebagian masyarakat memaparkan kebutuhan prasarana fisik yang perlu
dibangun di setiap kawasan desa. Banyak usulan yang terkumpul, tetapi
tidak semuanya akan disetujui. Perlu ada skala prioritas, apa yang
sekiranya paling dibutuhkan masyarakat disaat itu. Bukan berarti yang
belum disetujui itu ditolak, semua saran tetap diterima dan dikumpulkan
dibuat bahan referensi pembangunan ditahun selanjutnya” (wawancara
tanggal 21 april 2014)

Berikut adalah data program pembangunan fisik yang sudah terlaksana di

Desa Parigjatahwetan mulai dari tahun 2009-2013.

Tabel 6. Pembangunan Fisik Tahun 2009

N Pembangunan Fisik Lokasi Sumber | Jumlah Dana

o Dana

1 | MCK Dsn Melik PNPM 116.596.500,-

2 | Pembangunan Plengsengan & | Dsn ADD 8.594.000,-
Gorong-gorong lapangan Sumberjo

3 | Pengerasan Jalan Dsn Parirgio | ADD 20.514.500,-

4 | Pengurugan jalan Dsn Sidorgjo | ADD 15.208.000,-

5 | Rehab Kantor Desa Dsn ADD 6.571.000,-

Sumberjo

6 | Rehab Gedung TK Dharma | Dsn Parirgjo | ADD 696.500,-
Wanita

7 | Pembangunan Plengsengan | Dsn Sidorgjo | ADD 10.800.000,-
Saluran Tersier

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2009

tahun

Data dalam Tabel 6. diatas menunjukkan bahwa Desa Parigjatahwetan pada

2009 telah mel aksanakan pembangunan yang berupa pembangunan MCK di
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Dusun Melik dengan dana sebesar Rp. 116.596.500 yang bersumber dari PNPM dan
pembangunan plengsengan tersier di Dusun Sidorejo dengan dana sebesar Rp. 10.800.000
yang bersumber dari dana ADD. Selain itu juga di tahun 2009 Pemerintah Desa
Parijatahwetan telah mel aksanakan pembangunan fisik yang lain seperti pengerasan jalan,
pengurukan jalan serta rehap Kantor Desa dan rehap TK Dharma Wanita seperti yang

terteradalam Gambar 11. Dan Gambar 12. dibawah ini

Gambar 11. Pembangunan MCK di Dusun Melik
Sumber: Data Penelitian

Gambar 12. Pembanguan saluran tersier pertanian di Dusun Sidoregjo
Sumber: Data Pendlitian
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N Pembangunan Fisik Lokasi Sumber Jumlah Dana
0 Dana
1 | Pembangunan Jembatan Dsn ADD 35.000.000,-
Bongkoran
2 | Rehab TK Dharma Wanita Dsn Parirgjo | ADD 5.000.000,-
3 | Pembangunan Gapura Kantor | Dsn ADD 19.000.000,-
Desa Sumberjo
4 | Pembangunan Dsn Sidorejo | ADD 1.500.000,-
jembatan(lanjutan)
5 | Pembangunan Plengsengan | Dsn ADD 6.000.000,-
Jalan Sumberjo
6 | Pemeliharaan jalan Dsn ADD 4.890.000,-
Bongkoran
7 | Pengaspalan jalan Dsn Reward 105.494.000,
Bongkoran PBB -
8 | Pembangunan jembatan | Dsn PNPM dan | 730.698.500,
BOMO Bongkoran Swadaya -
M asyarakat

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2010

Data dalam Tabel 7. Menunjukkan bahwa pembangunan fisk di Desa

Parijatahwetan pada tahun 2010 sebanyak delapan yang meliputi pembangunan

jembatan di Dusun Bongkoran dengan anggran dana sebesar Rp. 730.698.500 yang

bersumber dari dana PNPM dan Swadaya masyarakat sekitar desa. Selain itu juga

pembangunan yang terlaksana berupa pembangunan gapura kantor desa, rehap TK

Dharma Wanita, pembangunan pelhgsengan dan pengaspalan jalan di Dusun Bongkoran

seperti yang tertera dalam Gambar 13. dibawah ini

Sumber: Data Pendlitian
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Gambar 13. Pembangunan Jembatan Sidodadi di Dusun Bongkoran
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Tabel 8. Pembangunan Fisik Tahun 2011

N Pembangunan Fisik Lokasi Sumber Jumlah
0. Dana Dana
1 | Pengurugan dan | Dsn ADD 36.792.000,
Pondasi Jembatan | Bongkoran -
BOMO
2 | Pemavingan Jalan Dsn Parirgjo | ADD 16.535.450,
Rt.04/2 -
3 | Pemavingan Jalan Dsn Parirgjo | ADD 14.657.400,
Rt.02/2 -
4 | Plengsengan jalan Dsn ADD 4.920.300,-
Bongkoran
5 | Pembuatan Pintu Pagar | Dsn Sumberjo | ADD 3.510.000,-
Kantor Desa
6 | Pembangunan Jalan | Dsn Sidorggo | PNPM-MP | 155.155.800
Telford -

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2011

Data dalam Tabel 8. Menunjukkan bahwa pembangunan fisk di Desa
Parijatahwetan pada tahun 2011 yaitu sebanyak enam pembangunan fisik yang
berupa pembangunan jalan telford di Dusun Sidorejo dengan anggaran sebesar
Rp. 155.155.800 yang berasal dari PNPM. Pembangunan yang lainnya berupa
pemavingan jalan di Dusun Parirejo, plengsengan jalan di Dusun Bongkoran serta
pembuatan pintu pagar Kantor Desa Parijatahwetan yang tertera dalam Gambar

14. dibawah ini

Gambar 14. Pembangunan Jalan Telford di Dusun Sidorejo
Sumber: Data Penelitian
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N Pembangunan Fisik Lokasi Sumber Dana Jumlah
0. Dana
1 | Pembangunan Gapura | Dsn Mdlik ADD 15.261.100,
Desa s
2 | Pemavingan Jalan Dsn Parirgio | ADD 22.808.800,
Rt.02/1 -
3 | Rabat Beton dan | Dsn Sumberjo | ADD 6.530.400,-
Pembuatan Taman Kantor
Desa
4 | Rehabjembatan Pertanian | Dsn Sidorgo | ADD 18.312.300,
5 | Rabat Beton Jalan Dsn  Parirgo | PNPM-MP 115.172.100
Rt.01/1 -
6 | Pembangunan Dsn Sumberjo | Reward 61.083.793,
Plengsengan Jalan -
7 | Pemavingan Jalan Dsn  Parirgo | Reward 33.916.300,
Rt.01/1 -

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2012

Data dalam Tabel 9. Menunjukkan bahwa pembangunan fiskk di Desa

Parijatahwetan pada tahun 2012 yaitu sebanyak tujuh pembangunan fisik yang

berupa pembangunan dan plengsengan jalan di Dusun Smberjo dengan anggaran

sebesar Rp. 61.083.793 yang bersumber dari dana Reward PBB. Selain itu juga

pembangunan yang lain berupa pemavingan jalan di Dusun Parirgjo, Rabat beton

dan pembuatan taman kantor desa serta pembauatan gapura desa di Dusun Melik

seperti pada Gambar 15. dibawah ini

Gambar 15. Gapura Desa Parijatahwetan di Dusun Melik
Sumber: Data Penelitian
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N | Pembangunan Fisik Lokasi Sumber Dana Jumlah Dana
0.
1 | PemavinganJalan | Dsn Sumberjo | ADD dan Swadaya| 12.486.000,-
Rt.05/1 Masyarakat 7.250.000,-
2 | PemavinganJalan | Dsn Mélik ADD dan swadaya| 26.352.000,-
Masyarakat 2.750.000,-
3 | Pemavingan Jadlan | Dsn Sidorgo | ADD dan Swadaya| 14.366.000,-
M asyarakat 3.150.000,-
4 | Pembangunan Dsn Parirgjo | ADD dan Swadaya | 12.211.000,-
Plengsengan Jalan | BOII Msyarakat 4.600.000,-
5 | Pembangunan Dsn Mdlik PNPM-MP 47.500.000,-
Plengsengan Jalan
6 | Pembangunan dan | Dsn parirgjo | Reward PBB dan | 29.108.700,-
Plengsengan Jalan | Rt.03/2 Swadaya Masyarakat 3.650.000,-
7 | Pemavingan Jalan | Dsn Sumberjo | Reward PBB dan | 16.801.400,-
makam Rt.01/1 Swadaya Masyarakat | 1.250.000,-
8 | PemavinganJalan | Dsn Sidorgo | Reward PBB dan | 22.966.900,-
Rt.02/2 Swadaya Masyarakat | 5.350.000,-
9 | Plengsengan Jalan | Dsn Sumberjo | Reward PBB 13.303.000,-
Makam Rt.01/1

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2013

Data dalam Tabel 10. Menunjukkan bahwa pembangunan fisikk di Desa

Parijatahwetan pada tahun 2013 yaitu sejumlah sembilan pembangunan fisik yang

berupa pemavingan jalan di Dusun Sumberjo, Dusun Melik dan Dusun Sidorejo.

Pembangunan plengsengan jalan di Dusun Parirgo dan Dusun Melik serta

pengsengan jalan dan pemavingan jalan makam di Dusun Sumberjo seperti pada

Gambar 16. dibawah ini

Sumber: Data Penélitian

Gambar 16. Pemavingan dan PIengg jalan makam di Dusun Sumjo
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b. Kemanfaatan
Hasil pelaksanaan program pembangunan di Desa Parigjtahwetan sangat
memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai
sarana yang ada serta dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi
maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya pembangunan
jalan yang sudah terlaksana memberikan manfaat berupa kelancaran akses
masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Selain itu juga dengan hasil
pembangunan jembatan serta pembangunan drainase sangat dirasakan manfaatnya
bagi masyarakat sekitar yang mayoritasnya adalah seorang petani. Manfaat yang
dirasakan diatas dibenarkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang mengatakan
bahwa:
“Pembangunan berbagai prasarana infrastruktur fisik yang telah
terlaksana memberikan manfaat bagi warga sekitar. Dengan adanya
pembangunan yang melibatkan masyarakat, memperkecil jumlah
pengangguran yang ada di Desa Parijatahwetan, karena tenaga kerja yang
dipakai adalah masyarakat desa sendiri. Selain itu juga dari hasl
pembangunan yang telah terlaksana seperti jalan, jembatan, drainase, serta
berbagai pembangunan fisk yang lain memberi manfaat terhadap
kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat desa disini. Dengan adanya
perbaikan jalan, masyarakat semakin mudah untuk mendistribusikan
barang-barang pertanian. Selain itu juga dengan adanya pembangunan
jembatan, masyarakat menjadi lebih mudah untuk berangkat ke sawah.
Karena yang awalnya masyarakat yang mayoritas petani jika ingin pergi ke
sawah harus memutar jalan yang lumayan jauh, dengan adanya jembatan
yang baru ini sekarang masyarakat jadi lebih dekat, jadi tidak harus
memutar jalan yang jaraknya lumayan jauh.”
Kutipan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya
pembangunan berbagai infrastruktur fiskk yang sudah terlaksana memberikan

banyak manfaat bagi semua masyarakat Desa Parijatahwetan. Masyarakat menjadi

semakin mudah dalam bermobilisasi. Kegiatan perekonomian menjadi Iebih
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lancar. Semua hasil yang telah dicapai dalam pembangunan tersebut tidak
terlepas dari peran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat yang berupa pembangunan prasarana fisik yang berguna bagi
semua masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Parijatahwetan
yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakatnya. Salah satunya yaitu penyediaan fasilitas umum yang berupa
pembangunan infrastruktur fisik penunjang Pembangunan berbagai infrastruktur
fisk di desa ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat Desa
Parijatahwetan agar masyarakat semakin mudah dalam melakukan kegiatan
perekonomian.”

Kutipan diatas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa yang selalu
berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diharapkan
memberikan manfaat bagi semua masyarakat dan terbukti dengan pembangunan
fislk yang telah terlaksana memberikan banyak manfaat bagi semau masyarakat
Desa Parijatahwetan. Selain itu juga pastisipasi masyarakat yang secara bergotong
royong saling membantu dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di
desa mendapatkan apresiasi tersendiri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya
dan manfaat pembangunan yang berdampak terhadap kelancaran kegiatan
perekonomian  membuat masyarakat termotivas untuk ikut berpartisipas
membantu pemerintah desa melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Dari
berbagal manfaat yang dirasakan masyarakat diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pembangunan fisik yang ada di desa memberikan manfaat berupa:

1) Dengan adanya pembangunan jalan mempermudahan akses masyarakat

dalam melakukan berbaga kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun

dalam melakukan aktivitas sehari-hari
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2) Dengan adanya pembangunan yang melibatkan masyarakat, memperkecil
jumlah pengangguran yang ada di Desa Parijatahwetan, karena tenaga
kerjayang dipakai adalah masyarakat desa sendiri.

3) Dengan adanya jembatan mempermudah mobilisasi barang-barang
pertanian dari sawah ke pabrik

4) Kelancaran irigasi pertanian, mempermudah proses produksi pertanian.
4. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembangunan

fiskk pedesaan di Desa ParijatahWetan

a. Faktor penghambat

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan demi terwujudnya
suatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk membangun segala aspek yang ada di
negara ini bukanlah hal yang mudah. Pembangunan desa memiliki ruang lingkup
pel aksanaan di pedesaan, maka dapat ditegaskan bahwa pembangunan desa adalah
membangun prasarana, membangun usaha tani atau membangun pertanian.
Pembangunan fisik adalah kebutuhan yang sangat mutlak dibutuhkan oleh
masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan program pembangunan desa tidak serta merta dapat berjalan
dengan lancar. Melainkan ada beberapa kendala maupun hambatan yang terjadi
seiring berjalannya proses pelaksanaan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri
bahwa setiap suatu kegiatan pasti menemui sebuah kendala yang merupakan
bahan evaluasi untuk lebih baik kedepannya dengan mencari solusi pemecahan

masal ah.
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Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa
Parijatahwetan ini beranekaragam. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan
kendala yang menjadi faktor penghambat dalam berjalannya proses pelaksanaan
pembangunan di Desa Parijatahwetan ada empat, yaitu:

1) Kondisi medan yang sulit

2) Keterlambatan bahan bangunan yang dikarenakan sulitnya mencari bahan

alam tersebut

3) Cuaca yang tidak mendukung

4) Banjir yang sewaktu-waktu bisa datang, menyebabkan terhambatnya

proses pengerjaan pembangunan, khususnya dalam pembangunan
jembatan BOMO di Dusun Bongkoran.

Beberapa kendala diatas diungkapkan oleh ketua LPMD Desa
Parijatahwetan yang selaku pelaksana kegiatan pembangunan yang ada di desa.
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketua LPMD Desa
Parijatahwetan yang mengatakan behwa:

“Proses pelaksanaan pembangunan di desa ini tidak semulus seperti apa

yang direncanakan, ada beberapa kendala yang yang dihadapi mulai dari

kondisi medan yang sulit, keterlambatan bahan bangunan yang dikarenakan
sulitnya mencari bahan alam tersebut. Selain itu juga faktor cuaca yang

tidak mendukung. Khusunya dalam pembangunan jembatan yang ada di

Dusun Bongkoran yang sering terkendala akibat banjir. Hal tersebut

menjadi penghambat dalam proses pembangunan, karena pembangunan

harus dilanjutkan setelah banjir sudah mulai surut. Meskipun tidak semua
pembangunan mengalami kendala, tetapi Beberapa kendala yang terjadi
diatas berdampak terhadap ketepatan waktu penyelesaian pembangunan

tersebut. » (wawancara padatanggal 23 april 2014)

Dari kutipan diatas menjunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan

pembangunan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses
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pelaksanaanya. Pernyataan diatas juga senada dengan yang diungkapkan oleh
Kepala Urusan Pembangunan Desa Parijatahwetan yang menuturkan bahwa:
“kondisi medan yang sulit serta kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi
kendala yang sangat ber pengaruh dalam proses pelaksanaan pembangunan
di desa ini. Selain itu juga faktor-faktor yang lain seperti keterlambatan
bahan baku pembangunan yang menjadikan proses pelaksanaan
pembangunan menjadi terhambat™ (wawancara padatanggal 24 april 2014)
Beberapa kendala diatas menjadi suatu penghambat dalam proses
pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan. Kendala yang dihadapi
mengakibatkan keterlambatan waktu penyelesaian pembangunan tersebut, yang
sebelumnya ditargetkan selesai dalam waktu seratus hari kerja dan karena
terhambat oleh beberapa kendada yang ada mengakibatkan target waktu
penyelesaian bisalebih dari seratus hari tersebut.
b. Faktor pendukung
Selain faktor penghambat yang yang ada diatas terdapat juga faktor
pendukung yang menjadikan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan
dengan baik. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa
Parijatahwetan yaitu:
1) Tingginya tingkat partispass masyarakat Desa Parijatahwetan yang
berbentuk:
a) lkut serta dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan
pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan.
b) Bergotong-royong dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa Parijatahwetan.
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c) Swadaya masyarakat dalam bentuk sumbangan uang untuk menambah
modal pembiayaan pembangunan yang sedang berlangsung.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam proses pel aksanaan
pembangunan. Sikap toleransi akan kehidupan sekitar serta nilai kebudayaan
bergotong royong yang selalu identik dalam kehidupan di pedesaan manjadikan
pelaksanaan pembangunan di desa ini dapat tercapal sesua dengan
harapan.Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pembangunan menjadi
sebuah motivas bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi membangun
desanya. Tingkat kepedulian masyarakat untuk berpartisipass dalam proses
pel aksanaan pembangunan tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Parijatahwetan
sebagal berikut:

“Partisipasi masyarakat di Desa Pariajatahwetan ini sangat tinggi, hal ini

terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga berpartisipasi
dengan ikut serta melakukan pembangunan bersama pemerintah desa
secara bergotong royong. selain itu juga swadaya masyarakat yang berupa
bantuan pendanaan untuk menambah modal pembangunan menjadikan
apresiasi tersendiri bagi pemerintah desa.” (wawancara tanggal 18 aprill

2014)

Kutipan wawancara diatas senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua
LPMD selaku pelaksana proses pembangunan di Desa Parijatahwetan yang
mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat desa disini memiliki sikap partisipasi yang sangat tinggi, hal

itu dibuktikan dengan kelkutsertaan masyarakat desa dalam proses

pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangasung. Masayarakat desa
secara bergotong-royong bahu membahu membantu pemerintah desa dalam
proses pelaksanaan pembangunan. Karena masyarakat desa memilki
pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga untuk pelaksanaannya ketua RW
setempat mengkoordinir masyarakat desa dengan cara dijadwal untuk

bergotong royong, sehingga bisa bergantian. (wawancara pada tanggal 23
april 2014)
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Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat pasrtisi[asi
masyarakat yang ditunjukkan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada
di Desa Parijatahwetan ini sangat tinggi. Tingginya tingkat pasrtisipasi dari
masyarakat sekitar tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah desa dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Dengan memberikan
dorongan, pengarahan tentang pentingnya sebuah pembangunan bagi kehidupan
masyarakat yang berdampak terhadap perkembangan perekonomian desa.

C. Pembahasan
1. Kinerja Aparat Pemerintah Desa

a. Kedisiplinan Aparat

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang
dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung
jawabnya. Disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati
tata tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan
yang ingin dicapai dalam hidup. Pembinaan kedisplinan perlu diadakan guna
menciptakan suatu kinerja yang baik bagi seorang aparat pemerintah. Kinerja
pemerintahan yang baik ditentukan dengan salah satunya sikap disiplin para
aparatnya. Mulai dari disiplin dalam absensinya maupun kedisplinan dalam
mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan.

Disiplin berkaitan dengan tingkat kepatuhan seorang aparat dalam hal ini
terhadap berbagai peraturan dan perintah dari atasan dalam menjaankan tugas dan
kewgjibannya. Dari hasil pengamatan yang ada dilapangan dan wawancara yang

dilakukan selama dua minggu, diketahui bahwa tingkat kedisiplinan aparat Desa
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Parijatahwetan dalam menjalankan pemerintahan dapat dikatakan cukup baik.
Kedisiplinan yang ditunjukkan oleh para Aparat Pemerintah Desa Parijatahwetan
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prijodarminto (1994:54) yang
mengatakan bahwa kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk
melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan,
kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Karena sudah menyatu
dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama
sekali tidak diarasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya
bilamanatidak berbuat sebagaimana lazimnya.

Sikap Aparat Desa Parijatahwetan yang dilakukan merupakan sebuah
tanggung jawab atas pekerjaan yang menjadi tugasnya dan semua itu dilakukan
semata-mata demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sikap dan
perbuatan yang dilakukan bukan dirasakan sebagai beban, melainkan sebuah
kesenangan tersendiri bagi para aparat karena dapat bekerja melayani masyarakat.
Hal ini terlihat dari hasil kerja yang dicapa oleh aparat desa yang selalu tepat
waktu dalam penyelesaiannya. Berbaga pekerjaan pemerintahan dapat
terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semua itu dikarenakan rasa
tanggungjawab sebagal seorang aparat pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan
masyarakat, sehingga mendorong para aparat untuk bersikap disiplin dalam
mel aksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Kedisiplinan aparat pemerintah desa dalam menjalankan segala tugas
pemerintahan tersebut merupakan sisi positif yang baik, tetapi dalam pengamatan

dilapangan ada sisi negatif yang ditunjukkan oleh aparat Desa Parijatahwetan. Sis
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negatifnya yaitu mengenai ketepatan waktu yang kurang dalam kehadiran di
kantor desa. ha tersebut terlihat dari kondisi sebenarnya kantor Desa
Parijatahwetan yang seharusnya menurut sumber yang peneliti peroleh bahwa
ketentuan jam pelayanan pemerintahan dimulai pukul 07.00 WIB dan diharuskan
pada jam itu para aparat desa harus sudah ada dikantor dan siap menjalankan
tugas-tugas kepemerintahan, seperti pelayanan kepada masyarakat maupun yang
lain. Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan berbeda. Pada hari kedua
penelitian, peneliti sengaja datang lebih awal dari biasanya yaitu pukul 07.00
WIB. Betapa terkgiutnya peneliti mendapati bahwa tidak ada seorangpun aparat
desa yang hadir dikantor. Sekitar setengah jam kemudian barulah kepala desa
hadir dikantor dan ketika jam menunjukkan pukul 08.00 WIB barulah semua
aparat desa hadir di kantor.

Kondis kedisiplinan aparat pemerintah desa diatas tentang tingkat
kehadiran merupakan kinerja yang buruk. Dikatakan buruk karena sesuai dengan
teori yang dikemukakan oleh T.R. Mitchell (1978) yang dikutip Sedarmayanti
(2001:51) menyebutkan lima (5) aspek yang dijadikan indikator atau ukuran
dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang yang salah satunya yaitu
tentang Promptness yaitu tingkat kehadiran yang baik. Jika teori tersebut
dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa
Kinerja aparat desa parijatahwetan tentang tingkat kehadiran sangat buruk.

Fenomena keterlambatan aparat desa dalam kehadirannya dikantor desa
memang sering terjadi. Menurut penuturan kepala desa dalam wawancara bahwa

perangkat desa memang sering telat dalam kehadirannya dikantor. Keterlambatan
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para aparat desa tersebut dikarenakan oleh beberapa alasan. Mulai dari alasan
mengurus anaknya terlebih dahulu sebelum berangkat ke kantor, selain itu juga
ada yang mengurus sawahnya terlebih dahulu. Tidak heran jika aparat desa sering
terlambat, mereka memiliki kerja sampingan sebagai petani, oleh sebab itu
mereka mengurus sawahnya terlebih dulu baru setelah itu berangkat kekantor.

Meskipun terdapat sisi negatif dari kehadiran aparat desa dikantor, para
aparat menutupi segala kekurangannya tersebut dengan bekerja secara disiplin
dalam hal melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas
yang diselenggarakan secara rutin setiap hari dilakukan secara maksimal. Aparat
desa Parijatahwetan memegang prinsip untuk melayani masyarakat dengan
semaksimal mungkin. Kepala desa secara rutin mengevaluas perangkatnya dalam
sebulan sekali mengenai kehadiran para perangkat dikantor desa. kepala desa
tidak segan untuk memberi surat peringatan bagi mereka yang sering terlambat.
Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi lagi keterlambatan para
aparat desa dalam kehadirannya dikantor desa.

b. Kemampuan Kerja Aparat

Kinerja seorang aparat dalam menjalankan tugas sangat dipengaruhi oleh
seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh seorang aparat tersebut.
Kemampuan dalam menjalankan tugas menjadi suatu indikator keberhasilan
seorang aparat dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Fungsi dari aparatur
pemerintah pada dasarnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tingkat keanekaragaman kebutuhan dan permasalahan yang ada di dalam

kehidupan masyarakat membutuhkan suatu penanganan yang bak oleh
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pemerintah, khusunya dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Seorang aparat
pemerintah dituntut memliki kemampuan yang baik dalam segala bidang, mulai
dari bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan. Karena keberhasilan
pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya sangat tergantung dari
seberapa baik kemampuan aparatnya dalam menangani segala kebutuhan dan
permasal ahan yang ada di lingkungan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menjukkan bahwa kemampuan
yang dimiliki aparat Pemerintah Desa Parijatahwetan jika dilihat dari segi
kemampuan intelektual (Intelectual Ability) seperti yang dikemukakan oleh
Robbins (2009:57), bahwa kemampuan intelektual yang dibutuhkan untuk
mel akukan berbagai aktivitas mental (berfikir, menalar dan memecahkan masal ah)
bisa dibilang cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil yang diperoleh pemerintah desa
selama ini yang berupa rencana kerja yang tersusun dengan baik, selalu bekerja
sama dengan masayarakat dalam sebuah forum untuk merumuskan suatu
kebijakan pembangunan yang akan dijalankan. Serta evaluas yang selalu
diterapkan oleh Kepala Desa setigp bulannya terhadap masalah yang timbul
dengan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan
timbul dikemudian hari. Sehingga dapat meminimalisir resiko.

Jka dilihat dari segi kemampuan fisk (Physical Ability) seperti
keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa yang diungkapkan oleh Robbins
(2009:57), terlihat bahwa Aparat Pemerintah Desa Parijatahwetan memilki
keterampilan yang sangat baik. Tingkat pendidikan seseorang juga menjadi salah

satu faktor seberapa baik kemampuan seseorang tersebut. Keterampilan dan
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kemampuan aparat diperoleh dari pendidikan yang pernah dijalaninya, baik itu
pendidikan forma maupun non formal. Meskipun latar belakang pendidikan
Aparat Desa Parijatahwetan yang rata-rata hanya lulusan SMA dan hanya satu
orang yang berpendidikan sarjana yaitu Kepala Desa. Tetapi kenyataan yang ada
dilapangan menunjukkan bahwa meskipun lulusan SMA terbukti bahwa
kemampuan dan ketrampilan Aparat Desa Parijatahwetan sangat baik. Bisa
dikatakan baik karena jika dilihat dari segi capability seperti yang diungkapkan
Sedarmayanti (2001:51), hasil kerja yang sudah terlaksana mulai dari rencana
kerja yang tersusun dengan baik, laporan hasil kerja yang selalu selesai tepat
waktu, serta hasil pembangunan yang sudah terlaksana dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat banyak.

Lebih lanjut jika dilihat dari segi kualitas layanan seperti yang diungkapkan
oleh Dwiyanto (2006:50), pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mulai
dari pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan yang lainnya
dilakukan secara optimal. Kemudian dari segi responsivitas dan responsibilitas,
Pemerintah Desa Parijatahwetan mampu mengenali kebutuhan yang diperlukan
oleh masayarakat desa, seperti pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat sebagal suatu infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian dan
lainya. Tetapi tidak semua kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh Pemerintah Desa,
karena tidak mungkin banyaknya kebutuhan masyarakat mampu dilayani,
sedangkan kemampuan seorang aparat juga terbatas. Selain itu juga dana yang

digunakan untuk memenuhi semua hal tersebut terbatas.
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Untuk meningkatkan kemampuan seorang aparat perlu ada upaya yang
dilakukan oleh pemerintah desa khusunya kepala desa. kepala desa wajib
memberikan pengarahan kepada para perangkatnya tentang bagaimana
menjalankan tugas pemerintahan desa, serta bagaimana cara yang baik dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu juga dengan
memberikan bimbingan teknis tentang penanganan berbagai permasalahan yang
ada dilapangan serta bagaiman pelaksanaan pembangunan yang baik dalam hal ini
yaitu pembangunan infrastruktur fisik. Semua hal diatas dimaksudkan agar aparat
lebih memahami dan mampu menjalankan tugas pemerintah yang menjadi
tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.

c. Motivasi Aparat

Motivas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dorongan atau keinginan
seseorang untuk melakukan sesuatu karena kebutuhan atau mencapai suatu hal
yang ingin diharapkan. Motivasi merupakan suatu hasrat yang ada dalam diri
seseorang yang menyebabkan dirinya untuk melakukan suatu hal atau tindakan.
Berbicara mengenai motivasi, menurut campbell dalam Purwanto (1992:73) yang
mengatakan bahwa motivasi mencakup didalamnya arah dan tujuan tingkah laku,
kekuatan respons dan kegigihan tingkah laku. Istilah tersebut mencakup
kebutuhan (need) yang merupakan motivasi yang bersala dari dalam diri individu
(intern) dan motivasi yang bersala dari luar (ekstern) yang berupa konsep
dorongan (drive), rangsangan (incentive), Ganjaran (reward), penguatan
(reinforcement), ketepatan tujuan (goal setting), harapan (expectancy) dan

sebagainya.
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Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dapat diketahui bahwa aparat
Desa Parigjatahwetan memiliki motivasi yang tinggi. Hal ini terlihat dari hasil
yang diperoleh selama ini oleh pemerintah desa yaitu kinerja pemerintah desa
dalam memberikan pelayanan dalam berbagai bidang yang salah satunya dalam
bidang pembangunan. Rasa ingin terpenuhi segala kebutuhannya (need) menjadi
suatu motivasi atau dorongan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
Dalam kaitannya ini, kebutuhan akan ekonomi dan sosial membuat para aparat
pemerintah untuk melakukan tindakan yaitu melakukan pekerjaan agar mereka
bisa memenuhi segala kebutuhannya. Memang tidak semua kebutuhan bisa
terpenuhi, tetapi setidaknya sudah terpenuhi sebagian. Hal ini berkaitan dengan
teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti bahwa initiative atau motivasi yang
terdiri dari inisiatif dan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya
berdampak terhadap peningkatan kerja yang diharapkan dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat secaralebih baik.

Selain motivasi yang dimiliki dalam diri aparat sendiri, terdapat juga
motivasi yang berasal dari luar (ekstern), mulai dari lingkungan hingga atasan.
Lingkungan pekerjaan turut andil dalam menumbuhkembangkan motivasi seorang
aparat, serta motivas yang selau diberikan oleh kepala desa yang berupa
dorongan (drive) untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
menjadi salah satu tambahan tersendiri bagi seorang aparat. Pemerintah desa telah
menyediakan lahan “bengkok” atau lahan garapan untuk para perangkat desa.
Lahan tersebut berhak dikelola oleh semua aparat desa Parijatahwetan tanpa

terkecuali. Langkah tersebut merupakan sebuah rangsangan (insentive) yang
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diharapkan agar dapat meningkatkan motivasi aparat desa untuk semakin
bersemangat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hasilnya menunjukkan
bahwa sudah banyak pembangunan yang sudah terlaksana di Desa Parijatahwetan,
baik itu bersifat fisik maupun non fisik. Semua hal itu tidak terlepas dari motivasi
aparat untuk membangun desa nya agar semakin sgjahtera.
2. Proses Pelaksanaan Program

a. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan merupakan suatu acuan dalam pelaksanaan suatu
program. Adanya suatu mekanisme atau prosedur menjadikan pelaksanaan
pekerjaan lebih efektif dan efisien. Begitu juga dengan pembangunan fisik yang
membutuhkan suatu mekanisme yang jelas dalam proses pelaksanaanya. Karena
dengan mekanisme yang jelas akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan
pekerjaan. Selain itu juga dengan adanya mekanisme pelaksanaan akan
meminimalisir resiko yang akan terjadi, bak itu dalam ha proses pengerjaannya
maupun dalam ketepatan waktu penyel esaian pembangunan fisik tersebut.

Mekanisme mempunyai arti yang cukup penting dalam suatu pelaksanaan
program. Sebuah pembangunan tidak akan terlepas dari yang namanya suatu
administrasi. Sejatinya adaministras merupakan suatu kerja sama yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, dan tujuan
yang telah disepakati dalam hal ini yaitu mendapatkan hasil pembangunan yang
berdaya guna bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Parijatahwetan. Sebelum
melangkah pada tahap pel aksanan suatu pembangunan, terlebih dahulu ada proses

administrasi dalam tahap perencanaan hingga tahap pencairan dana yang akan
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digunakan sebagai biaya pembangunan yang akan berlangsung. Semua hal

tersebut sudah ditetapkan dalam mekanisme pelaksanaan suatu program.

Sebuah pemerintahan tidak akan berjalan dengan bak tanpa adanya suatu
administrasi yang balk pula. Tanpa adanya suatu mekanisme yang terbentuk,
proses administrasi tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Disini
terlinat bahwa begitu penting sebuah mekanisme pelaksanaan atau prosedur
pelaksanaan dalam suatu pemerintahan. Begitu juga dalam sebuah pembangunan,
harus ada mekanisme yang jelas agar nantinya sebuah pembangunan tersebut
dapat berjalan dengan lancer dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Menurut
Ismail masya (1994 : 74) yang mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu
rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan
menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang
dilaksanakan berulang-ulang.

Dari hasil wawancara tentang mekanisme pelaksanaan program
pembangunan yang diselenggarakan di Desa Parijatahwetan secara umum bahwa
pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan hanya sebatas hingga
pencairan dana. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002)
yang mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan suatu program harus
didahului dengan perencanaan dan pengendalian serta spesifikasi teknis dan
standarisasi. Semuaitu terlihat dari pemerintah desa merencanakan segala bentuk
pembangunan fisik yang akan dilaksanakan dengan menentukan standarisasi
proses agar nantinya mudah dalam proses pengendaliannya. Untuk spesifikasi

teknisnya pemerintah desa melakukan suatu musyawarah desa untuk merumuskan
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pembangunan yang akan dijalankan ditahun tersebut. Setelah itu pemerintah desa
memprioritaskan pembangunan apa sgja yang sekiranya perlu dibangun diwaktu
itu. Selanjutnya dari hasil prioritas tersebut dijadikan bahan untuk musyawarah
ditingkat kecamatan. Pihak kecamatan kemudian memprioritaskan dari berbagai
usulan dari semua desa yang ada di Kecamatan Srono. Setelah hasilnya diperoleh
maka pihak kecamatan akan mengumukan hasilnya, desa mana yang akan
disetujui program pembangunanya.

Setelah usulan disetujui, pihak desa tinggal menunggu dana pembangunan
cair. Perlu diketahui bahwa dana yang nantnya cair akan masuk langsung ke
rekening bendahara desa. setelah dana cair, pihak desa menyerahkan dana tersebut
kepada LPMD pembangunan desa dengan disertai surat keterangan penyerahan
dana pembangunan. Pihak LPMD juga juga menyertai surat permohanan
pencairan dana kepada kepala desa. setelah dana sudah diserahkan kepada LPMD,
pemerintah desa menyerahkan segala proses pelaksanaan pembangunan kepada
LPMD dan pemerintah desa tinggal menunggu hasil dari pembangunan yang akan
dilaksanakan.

LPMD sebaga pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Parijatahwetan
langsung melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja pembangunan
yang sebelumnya telah dibuat dan disepakati oleh pemerintah desa. LPMD mulai
mendatangkan tenaga kerja dan bahan serta alat yang dibutuhkan dalam proses
pelaksanaan pembangunan. Bahan dan alat yang dipergunakan pun dimobilisas
secara bertahap. Mulai dari pasir, batu, semen dan bahan lainnya didatangkan

secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat. Semua itu dilakukan
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karena tempat untuk meletakkan bahan-bahan tersebut yang terbatas, sehingga
pihak pelaksana hanya mendatangkan bahan-bahan tersebut secukupnya. Jika
memerlukan bahan tambahan kemudian pihak pelaksana tinggal mendatangkan
bahan lagi. Begitupun seterusnya hingga proses pelaksanan pembangunan selesai.

Ketepatan waktu juga diperhitungkan dalam proses pelaksanaan
pembangunan tersebut. Dalam pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan
tidak semuanya murni dilakukan oleh LPMD, melainkan ada kerja sama dengan
masyarakat maupun pihak swasta. Seperti dalam pembangunan jembatan di
Dusun Bongkoran, untuk proses pembangunannya LPMD bekerja sama dengan
masyarakat dengan bergotong royong membangun jembatan tersebut. Selain itu
juga karena keterbatasan aat yang dimiliki, pihak pelaksana bekerja sama dengan
swasta dalam pengadaan bahan besi penopang jembatan tersebut. Kerjasama
dengan pihak swasta pun hanya sebatas pengadaan besi dan pemasanganny
tersebut. Selanjutnya untuk pengerjaan yang lainnya dikerjakan oleh pihak
pelaksana dan masyarakat secara bergotong royong hingga bangunan selesai dan
siap digunakan.

b. Sumber Dana

Sebuah pembangunan tidak akan terlepas dari yang hamanya sumber dana.
Tanpa adanya dana yang mendukung, sebuah pembangunan tidak akan bisa
terwujud. Secara umum, berdasarkan peraturan perundang undangan, sebenarnya
desa dapat membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri secara bottom up.
Dimana desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya serta badan

permusyawaratan desa (BPD) sebagai legidatif Desa dan lembaga
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kemasyarakatan. Di sisi lain, sumber pembiayaan bagi pembangunan desa yang
dapat diambil berdasar perundang undangan yaitu dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, dari penghasilan desa yang syah
(BUMdes), serta kerjasama dengan pihak ketiga yaitu masyarakat maupun swasta.

Berdasarkan hasil wawancara tentang sumber dana yang diperoleh untuk
mal aksanakan pembangunan di Desa Parijatahwetan diperoleh data bahwa semua
pembangunan di Desa Parijatahwetan yang dilaksanakan pada tahun 2009 hingga
tahun 2013 pendanaanya berasal dari pemerintah pusat yang berbentuk PNPM
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), pemerintah kabupaten yang
berbentuk ADD (Alokasi Dana Desa) dan Reward PBB, serta swadaya murni dari
masyarakat. Sumber pendanaan diatas sesuai dengan pendapat Siswanto (1988:66)
yang mengatakan bahwa sumber dana dalam penyelenggaraan pemerintah desa
bersumber dari:

4) Swadaya masyarakat desa’kelurahan setempat baik berupa uang maupun
tenaga

5) Bantuan pemerintah baik dari Pemerintah Daerah Tingkat 11, Pemerintah
Tingkat | maupun dari Pemerintah Pusat.

6) Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten
yang berupa Reward PBB hanya diberikan kepada desa-desa tertentu yang
tercepat dalam pelunasan pajak PBB desanya. Tidak semua desa yang ada di
Kabupaten Banyuwangi mendapatkan Reward. Besaran dana reward juga
ditentukan oleh rangking pelunasan pgjak desa serta besaran pgak PBB yang ada

di desatersebut.



104

Desa Parijatahwetan dalam hal pembangunan dalam wawancara yang telah
dilakukan bahwa sebenarnya desa bisa mendanai pembangunan yang telah
diusulkan, asalkan besaran dana yang dibutuhkan dibawah angka 50 juta. Tetapi
jika besaran angka yang dibutuhkan dalam pembangunan lebih dari 50 juta maka
pemerintah desa mengusulkannya kepada pemerintah kabupaten melalui
musyawarah rencana pembangunan kecamatan (MUSREMBANGCAM).
Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa, sedangkan dana yang
dibutuhkan untuk pembangunan yang lumayan banyak secara otomatis phak desa
mangusulkan pembiayaan kepada pemerintah kabupaten. Karena apabila tidak
diupayakan sepertia itu maka pembangunan di desa tidak akan berjalan dengan
baik. Semua hal diatas didasarkan pada mekanisme ekonomi yang dikemukakan
oleh Mardiasmo(2002). Jika pembangunan didanai oleh pendapatan desa yang
sebenarnya pembangunan tersebut menelan biaya yang besar bahkan melebihi
angka 50 juta pastinya akan merepotkan pemerintah desa sendiri karena harus
mencari dana tambahan untuk pembangunan tersebut, baik itu dari swasta maupun
dari masyarakat dalam bentuk penggalangan dana. Oleh sebab itu jika
pembangunan yang membutuhkan biaya mencapai diatas 50 juta pemerintah desa
mengusulkan pendanaan kepada pemerintah daerah.

Selain pembiayaan dari pemerintah, pembangunan di Desa Parijatahwetan
juga bersumber dari swadaya murni masyarakat. Kesadaran masyarakat akan
pentingnya sebuah prasarana penunjang, mendorong masyarakat untuk
memberikan swadaya dalam bentuk bantuang dana untuk pembangunan prasarana

tersebut. Kesadaran masyarakat yang tersebut tidak serta merta terjalin begitu
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sgja. Kinerja pemerintah desa yang baik dengan dengan memberikan dorongan
dan memberitahukan transparansi biaya pembangunan yang diperoleh untuk
pembangunan menjadi pemicu semangat masyarakat untuk memberikan swadaya
mereka. Terkadang dana yang diperoleh untuk pembangunan tidak mencukupi,
sehingga dengan bantuan swadaya masyarakat meskipun tidak seberapa tetapi
setidaknya bisa menambah pendanaan untuk proses pembangunan tersebut yang
akhirnya mendapatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan harapan semua
masyarakat.

c. Pencairan Dana

Pencairan dana merupakan tahapan selanjutnya setelah mendapatkan
sumber dana untuk pembangunan. Pencairan dana dilakukan dengan beberapa
serangkaian tahapan.PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari
pusat (APBN) dan daerah (APBD) serta Reward PBB yang disalurkan ke
rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan
dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang
produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir,
atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tentang pencairan dana
pembangunan di Desa Parijatahwetan diperoleh bahwa dalam perihal pencairan
dana dilakukan dengan berbagai tahapan. Pencairan dana dilakukan dengan
menyertakan surat permohonan pencairan dana oleh pihak desa kepada
kecamatan. Perihal pencairan dana diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah
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Keuangan daerah, pengertian SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah
dokumen yang digunakan sebagal dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

Dalam hal pencairan dana tidak kesemuanya sumber dana yang diperoleh
sama untuk pencairannya. Sebagai contoh yaitu dalam pencairan dana PNPM.
Dana dari PNMPM akan turun secara bertahap, tidak 100% langsung dicairkan.
Awalnya akan cair sebesar 40 %, setelah dana tersebut cair kemudian dikelola
untuk melaksanakan pembangunan dengan yang telah direncanakan. Kemudian
setelah dana tersebut habis pihak pelaksana melakukan musywarah
pertanggujawaban yang pertama (MPJ 1) yang dijadikan bahan untuk pencairan
dana selanjutnya yaitu sebesar 40%, setelah dana tersebut cair langkah selanjutnya
sama dengan yang pertama yaitu melanjutkan pelaksanaan pembangunan dan
setelah pembangunan mencapai 80% pihak pelaksana melakukan musyawarah
pertanggungjawaban yang kedua (MPJ 2) yang dijadikan bahan untuk pencairan
dana yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu sebesar 20%. Setelah
pembangunan selesai dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana, pihak
pelaksana kemudian menyerahkan hasil pembangunan tersebut ke pemerintah
desa

Tahapan pencairan dana diatas dimaksudkan agar mempermudah
penelusuran. Rumitnya tahapan pencairan dana PNPM lain hanya dengan
pencairan dana ADD dan Reward PBB. Untuk pencairan dana ADD dan Reward,
pihak desa cukup menyampaikan surat permohonan pencairan dana kepada

pemerintah kabupaten dan kemudian jika permohonan tersebut disetujui maka
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desa tinggal menunggu waktu pencairan dana yang langsung 100%. Setelah dana
turun pihak kepala desa menyerahkan kepada LPMD sebagai pihak pelaksana
kegiatan pembangunan yang ada di desa dengan menyertakan surat penyerahan
dana pembangunan. Selain itu juga ketua LPMD sebagai pelaksana juga
menyertakan surat permohanan pencairan dana kepada kepala desa. pemerintah
memberikan kewenangan kepada LPMD untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan.

d. Mobilisas Tenaga Kerja, Bahan dan Alat

Proses pelaksanaan sebuah pembangunan ditunjang oleh beberapa faktor.
Selain faktor dana yang sudah disebutkan diatas, faktor yang lain yang juga
berpengaruh yaitu faktor tenaga kerja, bahan dan alat. Mobilisasi tenaga kerja
merupakan sebuah gerakan sosial yang muncul karena tersedianya faktor-faktor
pendukungnya, seperti adanya sumber-sumber pendukung, tersedianya kelompok
koalis dan adanya dukungan dana, adanya tekanan dan upaya pengorganisasian
yang efektif serta sumber daya yang penting berupaideologi (Fakih, 2002:xxvii)

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh mengenai
mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat dalam proses pelaksanaan pembangunan
yang ada di Desa Parijatahwetan. Mobilisasi tenaga kerja, bahan dan aat yang
dilakukan karena merupakan suatu kebutuhan, serta adanya dukungan dana dan
tekanan serta upaya pengorganisasian. Mobilisas tenaga kerja, bahan dan alat
membutuhkan sebuah proses yang mana semua ha tersebut dilakukan
berdasarkan mekanisme yang telah dibuat. Sebuah pembangunan tidak akan

berjalan tanpa adanya tenaga kerja dan bahan yang tersedia. Pemilihan bahan dan
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aat yang tepat serta berkualitas bagus menjadi suatu keharusan jika
mengharapkan sebuah hasil pembangunan yang berkualitas. Pemilihan bahan
yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari
spesifikasi teknis dan standarisasi. Karena dengan standar bahan yang ditentukan
dan diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan akan berdampak
terhadap kualitas bangunan yang akan dilaksanakan

Dalam mobilisasi tenaga kerja atau yang biasa disebut dengan tukang oleh
masyarakat sekitar, pemerintah desa memprioritaskan masyarakat desa sendiri
sebagal tenaga kerja dalam proses pelaksanaan pembangunan yang akan
dilaksanakan. Baik itu tukang batu maupun tukang kayu. Mobilisas tenaga kerja
yang memprioritaskan masyarakat desa merupakan bagian dari mekanisme
sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Mardiasmo(2002) bahwa untuk
mekanisme mobilisasi tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pelaksanaan
program pembangunan lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya
manusia yang dimiliki. Langkah tersebut diambil sebagai upaya memberdayakan
masyarakat desa agar |ebih terampil dalam bidang pembangunan. Tetapi semuaitu
dilakukan dengan pengarahan seorang ahli dalam bidang pembangunan. Agar
pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memperoleh hasil yang baik. Selain
itu juga bermaksud untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa
Parijatahwetan.

Partisipasi masyarakat Desa Parijatahwetan sangat tinggi dalam hal
pembangunan pedesaan. Ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat desa mulai dari

perencanaan pembangunan hingga dalam tahap pelaksanaan pembangunan.
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Sebagai contoh dalam pembangunan jembatan di Dusun Bongkoran, masyarakat
bekerja sama dengan pemerintah desa secara bergotong royong membangun
jembatan tersebut. Meskipun sudah ada tenaga kerja dalam pembangunan
tersebut, masyarakat Dusun Bongkoran dengan sukarela membantu proses
pelaksanaan dengan dikoordinir oleh kepala dusunnya. Setiap ketua RT
mengkoordinir masyarakatnya untuk bergotong royong membangun jembatan
tersebut berdasarkan jadwal piket. Semisal hari senin yaitu piketnya RT 1, jadi
warga RT 1 pada hari itu melakukan “gugur gunung” dalam istilah di dusun itu
untuk membantu proses pembangunan jembatan. Begitupun seterusnya dengan
hari-hari berikutnya secara bergantian setiap RT mengkoordinir warganya untuk
bergotong-royong. Begitupun sebaliknya dengan dusun-dusun yang lain yang ada
di Desa Parijatahwetan yang memiliki karakterisitik hampir sama dengan warga
Dusun Bongkoran.

Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Parijatahwetan perlu
mendapat apresiasi  tersendiri. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam
pembangunan pedesaan bisa menjadi referensi bagi desa-desa yang lain untuk
menerapkan langkah tersebut. Selain berfungs menciptakan kerukunan antar
warga, warga juga dapat menjadi pengawas dalam proses pembangunan tersebut.
Sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pembangunan yang
berlangsung.

Selain faktor tenaga kerja diatas, sebuah pembanguna tidak akan terlepas
dari yang namanya bahan dan aat. Pelaksana kegiatan pembangunan di Desa

Parijatahwetan yang dalam hal ini yaitu LPMD dan TPK dalam mobilisasi bahan
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dan alat dilakukan dengan cara lelang. Pihak pelaksana pembangunan akan
mengundang beberapa penyedia bahan dan aat yang ada di desa untuk ditunjuk
sebagal penyedia bahan yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan
pembangunan yang akan berlangsung. Para penyedia berlomba-lomba
memberikan penawaran bahan dan aat yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria
yang dibutunkan dan harga berdasarkan kualitas barang. Pihak pelaksana
kemudian memilih penyedia yang memberikan penawaran barang yang murah
tetapi memiliki kualitas yang cukup baik.

Pelaksana kegiatan bekerja sama dengan pemenang lelang dalam hal
pengadaan barang. Setiap barang yang dibutuhkan dalam pembangunan pihak
pelaksana tinggal menghubungi penyedia barang. Kemudian barang akan dikirim
sesuai dengan pesanan . mobilisasi barang pun dilakukan secara bertahap, sesuai
dengan keperluan dan begitu seterusnya hingga pembangunan selesai.

3. Realisas

a. Wujud Pembangunan Fisik

Kemakmuran dan perkembangan desa identik dengan wujud pembangunan
fisk desa. Upaya pengembangan desa tentu sga memerlukan berbagai
penambahan fasilitas umum yang diharapkan dapat meningkatkan kondis
kesgjahteraan dan potensi desa. Banyaknya fasilitas yang dibutuhkan masyarakat
merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah desa untuk mewujudkannya. Tentu
sgja semua kebutuhan itu tidak dapat langsung dengan serta merta terwujud,

karena harus disesuaikan dengan program kerja tahunan dan APBDesa.
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Banyaknya usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat dalam
musyawarah rencana pembangunan di desa tidak mungkin akan disetujui
semuanya, karena terkendala oleh biaya dan waktu pelaksanaan. Dengan
banyaknya usulan yang masuk, pemerintah desa perlu memprioritaskan
pembangunan yang dirasa sangat dibutuhkan masyarakat di tahun tersebuit.
Dengan prioritas pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah desa, bukan
berarti bahwa usulan-usulan yang lain tidak disetujui. Melainkan semua usulan
yang belum disetujui tersebut disimpan untuk dijadikan referensi dalam
musyawarah rencana pembangunan ditahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh dalam penelitian
tentang wujud pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan diperoleh hasil bahwa,
daam rentan waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 Pemerintah Desa
parijatahwetan berdasarkan prioritas yang telah disepakati telah berhasil
melaksanakan berbagai pembangunan fisik. Dari data yang diperoleh bahwa
pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 hingga tahun 2013
Pemerintah Desa Parijatahwetan telah berhasil melaksanakan 37 pembangunan
fisik, mulai dari pembangunan jalan aspal, jalan telford, jembatan orang, jembatan
pengairan, pemavingan jalan, saluran pengairan, MCK serta rehab sekolahan dan
lain-lain.

Banyaknya hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Parijatahwetan
tersebut tidak terlepas dari kinerja aparat pemerintah desa yang selalu berupaya
memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. Pembangunan nasional pada

dasarnya berawal dari pembangunan pedesaan, oleh karena itu pembangunan
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pedesaan dirasa sangat penting. Pemerintah desa sadar akan kebutuhan
pembangunan fisik bagi warganya, oleh sebab itulah pemerintah desa berupaya
membangun berbagai prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh warganya
tersebut. Masyarakat desa yang umunya bermata pencaharian sebagai seorang
petani memerlukan sebuah pembangunan fisik sebagai prasarana penunjang
kegiatan perekonomian, seperti jalan untuk mempermudah akses, jembatan untuk
menghubungkan antar daerah, serta saluran irigasi yang sangat penting bagi
pengairan pertanian serta prasarana yang lain yang berguna bagi masyarakat
pedesaan.

b. Kemanfaatan

Pembangunan prasarana fisk yang dilaksanakan oleh pemerintah pada
dasarnya merupakan sebuah pelayanan kepada masyarakatnya. Segala bentuk
pembangunan fisik yang telah berhasil diwujudkan diharapkan akan memberikan
manfaat bagi semua orang. Dengan adanya prasarana yang telah dibangun
diharapkan akan mempermudah kegiatan perekonomian masyarakat yang pada
akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang ada dilapangan tentang
kemanfaatan pembangunan fisk yang telah terlaksana di Desa Parijatahwetan
menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa dengan adanya
pembangunan fiskk yang telah terbangun memberikan dampak baik bagi
kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat desa. Sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Adisasmita (2013: 58) sasaran umum yang harus dicapai dalam

pembangunan pedesaan adalah sebagai berikut:
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1. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan,
fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah.

2. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan
sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan
tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam

3. Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran
akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan
semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan
dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

4. Terwujudnya penguatan kelembagaan yang mencakup prosedur
perencanaan yang melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan
penguatan kel embagaan local yang semakin berdaya mampu.

5. Percepatan pertumbuhan dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan
seterusnya menjadi desa swasembada.

6. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi (pertanian, industri kecil,
dan lainnya) dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha
produktif.

Pencapaian sasaran pembangunan yang terlaksana di Desa Parijatahwetan
dengan dibangunnya berbagai prasarana fisik seperti pembangunan jaringan jaan,
pemavingan jalan yang berdampak bagi kelancaran akses masyarakat serta
distribusi barang-barang perekonomian masyarakat. Selain itu juga dengan
dibangunnya jembatan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang umumnya

seorang petani untuk berangkat kerja serta mendistribusikan hasil pertaniannya ke
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pabrik. Kelancaran akses yang dirasakan oleh masyarakat berdampak terhadap
peningkatan perekonomian. Karena dengan adanya jembatan penghubung yang
lebih dekat, sehingga masyarakat desa bisa lebih menekan pengeluaran
transportasi distribusi barang-barang dan hasil pertanian. Hal ini merupakan
sasaran kedua dalam pembangunan pedesaan sesuai dengan yang diungkapkan
oleh Adisasmita (2013:53)

Perlu diketahui bahwa sebagian besar ladang perswahan masyarakat Desa
Parijatahwetan berada didesa seberang yang dipisahkan oleh sungai yang lebar.
Sebelumnya memang sudah ada jembatan penghubung, tetapi ukurannya tidak
cukup lebar untuk dilewati kendaran roda empat. Selain itu juga karena faktor usia
yang membuat jembatan tersebut dirasa tidak kokoh lagi. Tetapi dengan
dibangunnya jembatan baru yang bisa dilewati oleh kendaraan roda empat,
sekarang masyarakat semakin  mudah mendistribusikan barang-barang
pertaniannya kesawah tanpa harus memutar jalan yang jaraknya lumayan jauh.

Manfaat lainnya yang dirasakan masyarakat yaitu terciptanya kelestarian
lingkungan yang meliputi kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya
kepedulian lingkungan semua pihak karena masyarakat secara bergotong royong
membangun berbagai infrastruktur fisk penunjang kegiatan masyarakat desa.
Dengan koordinas yang dilakukan, masyarakat bisa lebih hidup rukun dengan
yang lainnya. Selain itu juga berkat keikutsertaan masyarakat desa dalam proses
pel aksanaan pembangunan yang ada di desa menimbulkan rasa memiliki terhadap
berbagai fasilitas yang telah dibangun. Sehingga masyarakat terdorong untuk

saling menjaga dan melestarikan berbagai pembangunan yang telah terlaksana.
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Semua hasil yang telah dicapai dalam pembangunan tersebut tidak terlepas
dari peran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat yang berupa pembangunan prasarana fisik yang berguna bagi semua
masyarakat. Selain itu juga pastisipasi masyarakat yang secara bergotong royong
saling membantu dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa
mendapatkan apresiasi tersendiri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dan
manfaat pembangunan yang berdampak terhadap kelancaran kegiatan
perekonomian  membuat masyarakat termotivas untuk ikut berpartisipasi
membantu pemerintah desa melaksanakan pembangunan yang ada di desa.

4. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembangunan
fiskk pedesaan di Desa Parijatah Wetan

a. Faktor penghambat

Pembangunan dalam proses pelaksanaan tidak akan terlepas dari yang
namanya penghambat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah proses
pelaksanaan suatu pembangunan pasti mengalami berbagal kendala atau
penghambat. Baik itu yang bersifat kecil maupun besar. Penghambat dalam proses
pelaksanaan perlu ditangani dengan benar dan secara serius. Karena apabila
penghambat tersebut dibiarkan akan menumbulkan masalah baru yang akan
menjadi hambatan yang lebih besar. Selain itu juga, penghambat dalam proses
pelaksanaan pembangunan tersebut bisa menjadi suatu bahan evaluasi untuk

pembangunan kedepannya.
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Pembangunan yang sudah terlaksana di Desa Parijatahwetan berdasarkan
wawancara dan data yang diperoleh secara umum bahwa penghambat dalam
proses pel aksanaan pembangunan yang sudah terlaksanan beraneka ragam.yaitu:

1.)Kondisi medan yang sulit

2.) Keterlambatan bahan bangunan yang dikarenakan sulitnya mencari bahan

alam tersebut

3.) Cuaca yang tidak mendukung

4.)Banjir yang sewaktu-waktu bisa datang, menyebabkan terhambatnya

proses pengerjaan pembangunan, khususnya dalam pembangunan
jembatan BOMO di Dusun Bongkoran.

Semua hal diatas menjadi faktor penghambat dalam berjalannya proses
pembangunan. Pelaksana kegiatan tidak tinggal diam dalam menangnai segala
permasalahan tersebut. Pelaksana pembangunan selalu berupaya mencari solus
atas segala peermasalahan yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan
pembangunan tersebut.

LPMD sebagai pelaksana kegiatan maklum tentang hambatan seperti cuaca
yang tidak mendukung serta banjir, itu adalah faktor alam yang tidak dapat
diperkirakan manusia kapan datangnya. Tetapi untuk faktor lain seperti kondisi
medan yang sulit serta keterlambatan bahan masih bisa diatasi dengan berbagai
cara. Semangat kerja yang ditunjukkan oleh pelaksana kegiatan untuk mengatasi
berbagai masalah yang menjadi penghambat merupakan sikap yang baik. Semua
itu dilakukan demi menciptakan sebuah pembangunan yang baik, serta tepat

waktu dalam penyel esaianya.
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b. Faktor pendukung

Selain faktor penghambat yang yang ada diatas terdapat juga faktor
pendukung yang menjadikan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan
dengan baik. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa
Parijatahwetan yaitu:

1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Desa Parijatahwetan yang

berbentuk:

a lkut serta dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan
pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan.

b. Bergotong-royong dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa Parijatahwetan.

c. Swadaya masyarakat dalam bentuk sumbangan uang untuk menambah
modal pembiayaan pembangunan yang sedang berlangsung.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Desa Parijatahwetan menjadi
faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sikap tolerans akan
kehidupan sekitar serta nilai kebudayaan bergotong royong yang selalu identik
dalam kehidupan di pedesaan manjadikan pelaksanaan pembangunan di desa ini
dapat tercapal sesuai dengan harapan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pembangunan menjadi
sebuah motivas bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi membangun
desanya. Partisipasi masyarakat pun beraneka ragam, mulai dari keikutsertaan
masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui usulan-

usulan dalam musyawarah desa , saling bergotong royong membantu pemerintah
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desa dengan terjun langsung dilapangan membantu proses pembangunan dengan
bahu membahu demi terwujudnya sebuah pembangunan yang dikehendaki. Selain
itu juga partisipas masyarakat dalam bentuk sumbangan dana yang berupa
swadaya masyarakat.

Tingginya tingkat partisipas yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa
Parijatahwetan perlu mendapatakan apresias tersendiri. Hal ini juga dapat
dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain dalam melaksanakan pembangunan di
desanya. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam
proses pelaksanaan program pemerintah khusunya dalam ha pembangunan.
Tingginya tingkat pasrtisipasi dari masyarakat sekitar tidak terlepas dari peran
kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakatnya. Dengan memberikan dorongan, pengarahan tentang pentingnya
sebuah pembangunan bagi kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap

perkembangan perekonomian desa
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan
bahwa Kinerja pemerintah desa adalah hasil yang dicapa oleh pemerintah desa
dari seluruh proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan
kewenangan desa yang ada. Kinerja Pemerintah Desa Parijatahwetan dari hasi|
penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh informas dan data-data yang ada
di lapangan berkaitan dengan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik
pedesaan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisk yang meliputi
kemampuan kerja aparat dan motivas aparat lumayan cukup baik namun
terdapat sisi negatifnya. Kedisiplinan aparat Desa parijatahwetan dalam hal
kehadiran dikantor sangat rendah, itu terlihat dari sering terlambatnya para
aparat dalam hadir dikantor desa, yang sebenarnya menurut aturan jam
masuk kantor pukul 07.00 WIB tetapi dalam kenyataanya para perangkat
desa hadir dikantor lewat dari jam tersebut bahkan sampai terlambat satu
jam dengan berbagal aasan. Keterlambatan para pegawai tersebut berbeda
disaat mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Dalam mengerjakan tugas
kedisiplinan aparat sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari hasil yang dicapai
yaitu selau menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu.
Kemampuan kerja aparat sangat baik, terbukti dengan hasil kerja yang telah

dicapai oleh pemerintah desa yaitu kepuasan masyarakat atas kinerja
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pemerintah desa yang seldu memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat mulai dari pelayanan pemerintahan maupun berbagai
penyediaan infrastruktur penunjang pembangunan. Motivasi yang dimiliki
oleh aparat sangat tinggi, rasa tanggung jawabnya terhadap tugas yang telah
diemban serta dorongan dari lingkungan menjadikan aparat lebih giat dalam
mel aksanakan tugas pemerintahan.

. Proses pelaksanaan program yang meliputi mekanisme pelaksanaan, sumber
dana, pencairan dana dan mobilisas tenaga kerjalbahan dan alat.
Mekanisme pelaksanaan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan
pembangunan. Mekanisme pelaksnaan dibuat oleh tim pelaksana
pembangunan Yyaitu LPMD. Didaamnya memuat tentang persigpan
pel aksanaan yang meliputi mobilisasi tenaga kerja/bahan/alat, hingga proses
pelaksanaan mulai dari awal sampai selesainya pembangunan. Sumber dana
yang diperoleh dalam pembangunan fisk di Desa Parijatahwetan berasal
dari APBN yang berbentuk PNPM, APBD dalam bentuk dana ADD dan
Reward PBB serta swadaya murni masyarakat desa Parijatahwetan. Setelah
diperoleh sumber dana yang akan digunakan dalam pembangunan tahap
selanjutnya yaitu proses pencairan dana. Pencairan dana dilakukan melalui
beberapa tahapan. Diawali dengan pengajuan surat permohonan pencairan
dana dari desa ke daerah maupun pusat. Setelah permohonan disetujui dana
akan dicairkan ke rekening kolektif bendahara desa. Untuk pencairan dana
dari pemerintah desa ke LPMD sebagai pel aksana pembangunan tahapannya

yaitu ketua LPMD mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada
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kepala desa, kemudian kepala desa menyerahkan dana tersebut beserta surat
keputusan pelaksanaan kepada ketua LPMD sebagai pelaksana kegiatan.
Setelah pecairan dana dilakukan LPMD melakukan mobilisasi tenaga
kerja,bahan dan adat. Tenaga kerja yang dipekerjakan dalam pembangunan
di Desa Parijatahwetan memprioritaskan masyarakat desa sendiri dengan
dipandu ol eh tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Mobilisasi bahan dan
alat dilakukan dengan cara lelang, dimana pihak pelaksana nantinya akan
menyuplai bahan dan aat dari pemenang lelang tersebut. Daam
pelaksanaan pembangunan, mobilisasi bahan dan aat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut dilakukan karena terkendala
oleh tempat penyimpanan bahan tersebut.

. Pembangunan fisk yang meliputi wujud pembangunan fisk dan
kemanfaatan. Pembangunan fisk yang sudah terlaksana di Desa
Parijatahwetan pada rentan waktu tahun 2009 hingga 2013 telah berhasil
mel aksanakan pembangunan fisik sebanyak melaksanakan 37 pembangunan
fiskk, mulai dari pembangunan jalan aspal, jalan telford, rabat beton,
jembatan penyebrangan, jembatan pengairan, pemavingan jalan, saluran
pengairan, MCK , plengsengan jalan serta rehab sekolahan dan lain-lain.
Banyaknya hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Parijatahwetan
tersebut tidak terlepas dari kinerja aparat pemerintah desa yang selalu
berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. Pemerintah

desa sadar akan kebutuhan pembangunan fisik bagi warganya, oleh sebab
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itulah pemerintah desa berupaya membangun berbagai prasarana penunjang
yang dibutuhkan oleh warganya tersebut.

4. Faktor penghambat dan faktor pendukung. Sesuai dengan hasil penelitian
yang diperoleh memalui wawancara dan observasi diketahui bahwa kendala
yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa
Parijatahwetan yaitu bermacam-macam, mulai dari (1).kendala cuaca yang
tidak menentu, (2) keterlambatan bahan bangunan, (3) kondis medan yang
sulit serta (4) banjir menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan
pembangunan tersebut.. Tetapi dari sekian banyak kendala yang ada dilain
sis Pemerintah Desa Parijatahwetan diuntungkan oleh masyarakat desa
yang memilki partisipasi yang sangat tinggi. Masyarakat desa secara
bergotong royong saling bahu membahu membantu pemerintah desa
melaksanakan pembangunan tersebut dengan cara ikut terjun langsung
membantu proses pembangunan selain itu juga partisipasi masyarakat
terlihat dari swadaya masyarakat dalam bentuk bantuan pendanaan.
Tingginya tingkat pasrtisipasi dari masyarakat sekitar tidak terlepas dari
peran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakatnya. Dengan memberikan dorongan, pengarahan tentang
pentingnya sebuah pembangunan bagi kehidupan masyarakat yang
berdampak terhadap perkembangan perekonomian desa.

B. Saran
Pada bagian ini merupakan bentuk tanggung jawab peneliti untuk tidak

hanya mengamati fenomena yang ada, tetapi turut pula memberikan masukan
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berupa saran kepada pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang diberikan
peneliti yaitu:

1. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di desa sebaiknya memberikan
contoh yang baik kepada aparatnya mengenai kedisiplinan dalam bekerja.
Kepala desa harus hadir dikantor tepat waktu serta tegas dalam mengambil
sikap, apabila ada perangkatnya yang terlambat datang ke kantor harus
diberi teguran dan kalau perlu diberi surat peringatan agar tidak mengulangi
lagi.

2. Ketua LPMD sebagai pihak pelaksana pembangunan membuat perjanjian
dengan pemenang lelang sebaga pihak penyedia bahan-bahan
pembangunan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang berlangsung
yang dilaksanakan oleh LPMD. LPMD membuat sebuah surat perjanjian
apabila bahan yang diperlukan dalam proses pembangunan tidak bisa
dipenuhi dengan tepat waktu, pihak LPMD berhak mencari bahan dari
sumber lain. Dengan begitu diharapkan pihak pemenang lelang sebagai
penyedia bahan-bahan bangunan selalu berupaya mendapatkan bahan yang
dibutuhkan dalam pembangunan yang dilaksanakan LPMD dengan tepat
waktu. Sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pengiriman bahan
bangunan.

3. Pemerintah desa harus lebih bersikap responsiv terhadap kebutuhan
masyarakat desa. Tentang pembangunan yang dirasa sangat dibutuhkan oleh
masyarakat khususnya pembangunan fisik penunjang pertanian seperti

pembangunan saluran drainase atau saluran tersier, baik itu pembangunan
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drainase baru maupun perbaikan drainase yang sudah ada. karena mayoritas
masyarakat di Desa Parijatahwetan bermatapencaharian sebagai petani, oleh
sebab itu saluran drainase sangat penting bagi kelancaran proses produksi
pertanian. Sehingga dengan pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan akan
menseg ahterakan masyarakat.

. Pemerintah Desa hendaknya merencanakan pembangunan di musim
kemarau. Mengingat jika pembangunan dilakukan dimusim penghujan,
selau menimbulkan kendala seperti masalah banjir, hujan yang datang
dengan tibatiba sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi

tertunda
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BAB I

A, Bidang Pemerivinhan
L Organisasi Percrintakan Dess ©
puds Perarursn Menteri Dalam Negeni Nomar 35 Tahun 2007 tenting Pedoman Umtin Tata
Cura Pelaporan dan Pertangguny Jawabon Penyelenggaraon Pemerinthan  Dess  semn
melaksnnakan pefinjuk Tinglor ates yuit Keeamntan don Kabiparen,
- Susuman Crapri sl Pemerintah Dess Pirijatahoetun terdiel dari
1. Kepala Desn
1. Perungknt Desa.
Yang dimaksud Permngkot Desa adalak -
8. Unsur Staf yaitu Selretaris Desa, dan atad tata uaaha schapsi unsur pelayanun
b. Unsur pelaksanann yaltu sckai Pamong Tani don seksi kearminan.
¢ Unsur wilaysh yaitu Kepals Dumn schogal wnsw pembuntu Kepale Dess diwilayah
Il Badaw Permusyawaratan Desa { BPD )
mwmmwmmmﬂmum|
2012 dan telah dilantik oleh Bupati banyuwaag pada tanggal 06 Juni 2012 sedangkan
Pembentukan BPD mengnen pada Perda Mo 9 Tahun 2006 tentmng pedoman pembentukan
Badan Permusyawarstan Desa , daflar anma — sama anggota BPD terlampir.
TIL Peraturan Dexa,
- Dalam Tahun 2013 Pemerintah Desa Parijatahwetan telsh membuat Peraturny Desa
séhanyalk 4 Perurumn :
1. Pemturen Desn Parfjstuwetan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pungutan Desa
1. Pemtwrun Desi Prrijatshwelan Momor 0! Tahun 2003 teotadg  Anggaran
Pendupatan Dan Belanja Desa (APBDes)
3. Peramiman Desn Parfmshwetsn Nomor 02 Tohun 3013 testang program kerin
Tahunan Desa, | REPDes |
4. Persruron Dhesn Parfushwetin Momor 03 Tahun 2002 temtang Laporan
Permngrung Jawnban Kepala Desy ( LEPI )
+  Keputusun Kepaln Dena |
1. Keputisan Kepala Desa Parijatabwelan nomor 01 Tahun 2013 tentang pelaksanasn
Anggarn Pendapatan dan Befanys Desa Tabun 2013,
4 Keputusan: Kepala Desa Parijonahwesan Momor 02 Tabun 20173 eoang Penunjukan
Sdr Sairi sebapni Ketua R1 0} Dsn Sumberjo Desa Parijatshwetan



3. Kepumsan Kepala Desa Parifaiabwetan Nomor 03 Tehun 2013 wenung  Rencan
Kerjn Pembangunan Desa { RKPDesa

4. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor (4 Tahun 2013 tentang Pokju Profii
Desn

5. Keputtisan Kepala Desa Parijstahwetan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan
Hendahars Desn & Rekening.

6 Kepumsan Kepala Desa  Parfislabwetan Nomor 06 Tehun 2013 tenteng
Pengangkainn Ketus RyRow se Desn Pariintahwetan

7. Keputusan Kepaln Dess Parfjatahwetsn Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penctapan
Panitia Pemeriksa Barang dan Juss

8 Kepumsan Kepaln Dess Parifatbwetan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan
Pengurus Baning pads Sekretaria

9. Keputusan Kepola Dese Parijetshwetion Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pesetipan
Penmnggung Jawab Kegisian Pembangunin Sanins & Prosamns.

10, Keputusun Kepals Desa Pariisshwetan Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pengunduran Dirl. Sdr Subaryono, $H sebagai Kepala Disun Sumbero

I1. Keputusan Kepelu Desa Parijaimhwetsn Nemor 11 Tabun 2013 jemang
Pengunduran Dirl Sdr Nurhnsim achagal Ketua Rt 01/2 Dusun Sidorejo

12, Keputusan Kepaly Desa Pariiatihwetan Momer 12 Tahun 2013 tentang Pepetapan
5dr Bumbang sebnpai Ketun £10172 Dan Sidorefo

13, Keputusan Kepuls Desa Parijutahwetan Nomor 13 Tahun 2013 wntang Penetapan
Sdr Kasidi sehagal Kepals Dusun Sumbedo '

14, Keputussn Kepaln Desa. Paristibwetin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tim
Pelaksana Pembungunnn kepada Diess yong Lupes PRB Tadun 2013

15. Kepumusan Kepaln Desa Parijatuhwetan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetupan
Sdr Salaroun Kasablok Wil Reksojoye

16, Keputusan Kepals Desa Parijatahwetan Nomor 16 Tabun 2013 tentang Penetapan
Sér Suparman Kusublok Wil BO 11 Dan Marirsio

17, Kepitusan Kepala Desa Parijatahwetnn Nomor 16 Tahun 2013 testang Penetapan
Sdr Jarmtnr Kasublok Wil BO | Dsn Bongkinen

19, Keputusan Kepala Desa Parijatshwetan Neimor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan
Sdr. Al Mashud Kasublok Wil Marem 2 Kiri Dsn Sumbesio

19. Keputusan Kepaly Desa Parfjstahwetan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan
Sdr Hasyim schagai Kerua Rt 03/02 Dsn Sumberjo

20, Keputusan Kepala Desa Parjjatahwetan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan
Pokmas Parvet Jiva Dusm Metik Desa Parjjumbwetan
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IX. Penyelenpparaan Adwminitrayi Desa

Secumn Umum penyelenggarasn sdminii-asi Pemeriniah Dera Parijatalrwetan elal
kami laksannkan sesuni dengan pesusjuk Lingkin atvsan baik adminitrs| urmm, Penduduk.
adminitrasi ketangan serta adminitras| Pembanyiman dan Kemasyargkamn,

Guma antuk memenibkan sume memyur ¢ Peloyanan surnt menyurst selall metalel
pengantar R1. Rw, dun Kepaln Dusun serta menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi
(Peluyanan Satu Pintu sesuai dengan Prounjuk stasan,

Seonm Periodik setinp | bulan sekall selaly mengadakan perbinass sdminisirasi

X. Data Umum { Lampiran — lampiran )
1, Dratn Apurnt Pemeriniah Desn
4, Data BPD { Badan Permusyviwarston Diéps |
3. Divta Relapituluni Jumiah Pendisduk
4. Duta Pernturan Diesa
3. Data Kekayaun Dess
6, Data Inventaris Thesa

B.Bidang Pemhangunan _
L Pembargunn df Bidam Sostel
= Seanrn lebih detil pembangunan di bidang sostal tetah dilakennakor seiring don  bersama —
sama dengan perkembangnn masysrakst Dess melalul berbagal  organisasi sosial
kemagyarakatun scperti NU. Mustimat, Futayat, Ansor, organisast Pemuda dan Remuja
HﬁﬁhﬂiﬂﬂbﬁﬂﬂhﬁﬂhﬂlﬂmlﬁmﬂhﬁﬂmmmTﬂm
Adque*an, Tahlilmalam laitatul Iditimek Manakib dil.
+leh;ﬁliﬂﬂﬂ:mﬁmhﬁmmmnlynﬁmpiiﬂ sebamynk S0 noak
dengan Duna Rp. §.000,000,~ sumbangan dari masyarakat,
- Untuk tabun 2013 teloh dupat dilaksanakan Pembangusan Sebanyak 9 Proyek.
Dengan Dana Rp.223.077.000, dengan rincian sehagai berikut -
I. Pemmavingan Jalmn Dusun Melik Bt 037 dengan bantonn Dana ADD Rp. 26.352,000,-
dan Swadaya Mumi Musyarakat sebesnr By, 7,250,000,
2. Pemavingan Jalun Dusun Sumbero Bt 05/1 dengan banfun dans AT Rp, 17,468,000
dan Swasduya mumi dori masyamkn Rp, 2 750.000,-
3. Pemavingan Jalwn Dusun Siorgo Ri 021 dengan buntuan Dens ADD Rp.
14.366.000,- dnn Swadaya Mumi Masymkas Bp, 3,150,000,
4. Pembongunan Plensengan Jalsn Wiliyah B0 [ Dsn Perirgjo dengan Dartuan Bana
ADD Rp. 12.211.000,- Swadnyn Murmi Masyarakat Rp. 4.600,000,-



5. Pembongunan Flensengan Julon Dusmn Melik dengan Bantusn Dana dan PRPM B
A47.500.000,-
6. Pemavingan den Plengsengan Jalon Dwmm Parirejo Rt 0202 dengan Bantuan Dana
Reward PBB schesne Rp, 29,108,700, dan Swadays Murni Messreskot Rp 3650000,
7. Pemavingan Jalen Dustn Sumberio Rt 0111 dengan Bannian Duns Rewsrd PBA sehesar
Rp. 16.801.400,- dengan swadays mumi masyamkar Bp, 1,250,000,
8. Pemovingon Jalen Dun Sidorsjo Re 0272 dengan Bantuan Dsin Revard PEE sebesar By,
22.566.900,- dengan swidays murnl nusyarokat Kp 5350000,
9. Plengsengan Jalan Mukom Dusun Sumbero Rt 012 dengan Bantuan Dans Reward
PBE sebesar Rp. 13.303.000.-
I Pembarmgunan di Bidang Ekangmi
Di smping pembangunan Fizik Deso Parfjutalowetin di dukung dengin sdimya
BKDKUD KSP, KOPWAN & Kelompok SPP yang bergerak pada Koperasi Simpan
Pinjam,
. Pembanguman di Bidang Budaye
Secars Umum  masyaraksi Desa Parfiombwetan  mnsih menghargel  dan
Mmm-wmmmmm-umwa
keknyasn banjsn yang berupn kesenlan trodisional dun Trudisi ~ tradisi yang berkembang
dalam kehidupan sehari — hari yang dianyap btk dan layak untik dikembangkun,
1V, Pembangunan di idang ketertiban dan kramanan
- Guna  menciptakan ketertiban dun kesmunan yang lebih kondusif Dan menjaga
kenyamanan masyarakat Desa Parijstihwetan teloh dibeatuk Hanstp  scbanyak 45
persomil yang siap meffalankan tugns sebagnimans Mestinya,
- Telah dibentuk Pam Swaknrsa yang ferdirl dari Anggots Hansip, Banser, Pagar Nuss
dan Tokeh Masyarakat,
- mwm&mm:mmmmm
besgiliran vanp terdiri dart Peranghnt Dess Hunslp dan K BLOK.
C.Permusnlaban yung di hadapi dan Upays Penyelesiinn
I Permusalahan-Permasalaban
. Mosih banynk SPPT yang saloh nauma dun dobel, sehingga sctinp ishun Dess
mengalemi ketekeran untul pelunnsan PBE.
3. Banyak Tanah—tnmah yang sudab dibalik pema dan nidah berertifikin namun SPPT
Mt kefuar nomm vang lama sehingis hal (ni skan mempersulit Pemasikan PRE.
1. Upaya Penpelesalan.
1. Upayn - wpnya yong dilukukan Dess sudah benipaye untuk mengembnlikan st
memgusulkon pada dines pendapatan nanin sstinp wbon mosih tidek ads  Perubalion,
2. Memberi pengeninn kepads masyarakat Jewat pelaksanann Pengajian , tilik Diusin agar
masyarknt ebih mengen: dan pahum tentang am pembangunan.
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LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASVARAKAT DESA [ LPMD )
DESA PARIMATAHWETAN KECAMATAN SHONO
KABUPATEN BANYUWANGI

Panpinbwetan, 24 Ajgustus 7013

4L 295102013 Kepad,

Seqern Yih Sdr. Kepala Desn Parijatahwetan
Li sani ) berkns selaku Kenua Tim Peluksana
Pengajuan Pencuiran Dona ADD Tobuo 2013
Pembangunan Samna dnn 0i-

Prasarana Fisik Dess PARIIATAHWETAN

Sehubungan dengan pelaksansan pekerjaan Pemavingan Jalan Dusun
Sumbero Bt 051 ymg didend dari Dunn Alokasi Dana Desn ( ADD )
Parijataliwetan Kecamotan Srono Tahon Anggaran 2003, bersnma ind kami
mengajukan  permohonun - penciinim donn  guna  pelaksanann  pekerinan
dimnksud sebesar Rp, 12465000~ § Dug Beloy Juig Empat Raney Enam
Puluh Defignen Ribn Rupack )

Bersamu ini puia kami lemipirkan Rencans Anggaran Biaya | RAB )
chan fachwnl pelaksanam pekerjass,

Demikian untuk menjadi aklem din stas kerjs samanyn dissmpaikan
terima kuaih,




BERITA ACARA PENVERAHAN ALOKASI DANA DESA
DESA PARMATAHWETAN KECAMATAN SRONO
TAHUN ANGGARAN 2013

Padn hori inf Rabu  tnggal Sstu bulan Agustus tahun Dua Ribu tigs belus
i bului Dresa Parjauhwenn Kecamtan Srono dafum rapat desa dan berdissrian
Bupati Banyuwangi Nomor © |BR@ISKERE20.00 102013 Tabun 2083, jelsh
penyerihnn doms AN yung diterima Desy Purijutnfwetan Kecamatan Srono

: ARDUL QOTSAM

¢ Ketun LFMD

Keginan ¢ Pemavingan Julan Den cumb cﬂam =1

Darw ving discrahkon © Rp 12468000~ { Do Belos Jum Empat Batms Enam Pulub
Diclnpan Ribu Rugsiah )

Penerima  dsnn  schepuimans  ickchut  dintns,  berkewwjiban  untuk
tfawnbkon pengrinaan Dana tersebut sesyual dengin peratumn peromdang-
vang berlaku dan melaporkin kepada Kopaly Desa

Demikion Heritn Acaru ini cibunt otk dapatoya dipergunakan  sebugaimnna

Menerima Penyeraban

NIP. 19650712 198703 | 015

[ -



T FPEMERINTAH KAHLFATEN BANYL'WANG]
a KECAMATAN SRONO
- KEPALA DESA PARIJATAHWETAN
at AL, Projurit Syakur No.l Telp. 0333-634 685 Kode Pos 68471

SURAT PERINTAH KERJA
NOMOH: 141/ 05 420.510.06/2013

Dasar: Peloksannan

I. Keputusen  BAupati  Banyuwangi  fanggal 31 Mei 2013 Nomaor
[BRAIS/KEP429.001/2M3  feniang Pedoman Tekhnis  Pengeloluan  Alokusi
Diana Desa Pariintabwetin Kecamistan Srono Kobupsten Banywsnngi Takon 2013
Persturan Desa Parijstahwetan Kecamatan Srono tanggal 17 Pebruari 2013
Nomor 01 lentang Anggaran Pendapotsn dan Belanjs Desa Parijstaliwetan
K ecamntan Srono Tahon Anggamn 2013

Keputusan  Kepals  Desa Parfjulshwetnn Kecamatan  Srono Naomaor
IBEOSKERAZOS10.060/2013 tentang  Penctapan  Tim  Pelokeng  ADD
Parijutahwetan Kecamatan Seeno Tabun 2013,

Keputisan  Kepala Desn Parjutabwetun  tanggal 03 Mei 2003 Momon
188130429510, 062013 fentuy penetnpan Penanggump Jawab  Kegintan
Pembatgunan Samna don Prasemna Fisik Dess dori Dans Aloknsi Dana [esa
Panijutahwetnn Kecomatan Srono Tabun Anggaran 2013,

b mi Senin tangpal dus belas  holan Agustos tshon Dua Riba tiga belas, vang
tangan debawadini -
© Mulyono, S.AF
Pj Kepala Desa Pargatahwetnn Kecamatan Srono selnku Ketun Tim
Pelaksana ADD Desa Parijsishwetan Kecomstun  Srono  Tahun
Anggnran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Parijatnlwelan
Kecamitan  Srono Momor  |RRORKER/E29.510.06/2013  tentang
Penctupan Tim Pelaksana ADD Parijatahwetun Kecamstan  Srone
Tahum 2013 vang selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA,

perintah herfa kepada

- ABDUL QOTSAM
- Ketua Penfnggungjawab Kegiamn Pembangunan Sarina don Prasamana
Fisik Desa herdmarkan Kepumsan Kepals Dess Parijatshwetan
Keewnatan  Srono Tanggal 03 Mei 2013 Nomor
|88/ | VKEP/429,510.062013 tentang Penetapun Penunggung luwab
kegintan pembangunan Sersn dan Prasarans Fisik Desa dari Alokasi
Duna Desa Parijsiabwetsn Kecamatan Srono Tahun 2013 yang

—.




melakvanakamn 2

Pemavingan Jakin Dusun Ximbens Rt 0571 nilai hargs Pekerjann schesar
12.968.000,- { Dus Belis Jute Empat Ratus Enam Pulub Delapan Ribu Rupish §
Keterituan waktn peloksanann ditetapkan seloma 11 hon knlender, teshinmg
tangeal 06 a4 22 Apustus sesund dengan Rencana Anggaran Blaya { RAR ).

hosil pefaksinuan pembangunon fisik tersebut kepady Kepals Dess
petiodik sesuni denpan ketentian yeng berlaloy,

Surat Perinth Kerja in dibuat uniuk dilakssnukan schaik-baiknya,

Ditetapkan  : Parjaubwetan
Tanggal ;12 Agustus 2013

PEAK KEDUA PIHAK KESATU
HGUNG JAWAR SUMPBALA DESA
KEGIATAN

e
o “

NIP. 19650712 198703 1 015
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO

KEPALA DESA PARIJATAHWETAN
Jaban Prajurt Syakir Nomer T Telp. | 0043) 534 845

— e ——
Parijatiliwetan, 013
Mofmar L M29, 310,06/ 2003 Kepadi
Sifut : PENTING Yih, Bpk. BUPATI BANYUWANGI
Lompimn @ 1 (sam) berkos g -
Perihal  : Penyumpainn 1P Bontuan Kevangan Siekr, KaBadan Pemberdnyaun
Dess Berupa Penghargain | Reward PER Musyamkat &  Pemermtchan
Tahun 2012 Desa Kahsipaten Banyuwangi
= -
BANYUWANG

Sohubumgan telih diterimamys Bt Kesangan Desa Beripa Penghnrgoss |
Tewsrd PBE whun 2017, dari Femerininh Kabupatca Banyvuwani uniuk Pembangunan
Infrostrukiur Pedesann di Thesa Porijuiabwetan Kecumatan: Smono, maka bersima ini
disampaikan dengan hormut Laporan Peranggung jawabin sehagai heri |

[ 1. Nama Desd ; Parijatahwetan Kecamatan Srono
; 2 Besar Rantuan - Rp.100.000.000,- ( Serstus Jutn Rupiah )
r 3. Jenis Kegiatan  Pembamgunan Plengsenpan dan Pemavingan alan Desa
, 4, Lokasi - Dusun Parirejo dan Dusun Sumberjo

%, HEnlisasi fisik 1 100%

6. Reslisasi Kevangan < Rp. 100.000.000.- { Serirtus Juta Rupish )

7. Lampiran s+« Foto Bangunan 0 %, 50 % don 100 %

- Lompinn Loinys sebagai pendikuing

Demikian untuk menjadi periksn don stus bantusn Bapak Bupsti Banyuwangi
terifna knsil
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